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MOTTO 

 

“In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that 

way” 

(Franklin D. Roosevelt) 

 

“Bring your graduation diploma over here” 

(Choi Seungcheol) 

 

“Dalam belajar, pengetahuan tidak ada Batasan. Dimasa depan kamu akan membutuhkan 

apa yang kamu pelajari sekarang” 

(Huang Guanheng) 
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ABSTRAK 

Pengisian perangkat desa di Desa Kareo pada tahun 2022 mengalami dinamika 

politik yang Cukup menarik. Pasca Pilkades ada 4 (empat) Perangkat Desa Kareo yang 

diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa. Perangkat Desa lama dipaksa 

mundur karena Kepala Desa baru menghendaki perombakan formasi dalam Perangkat 

Desa agar Perangkat Desa lama diganti oleh orang-orang terdekatnya. Hal ini pada 

akhirnya mempengaruhi proses pengangkatan Perangkat Desa yang tidak berjalan sesuai 

dengan semestinya dan melewatkan banyak tahapan-tahapan. Proses seleksi yang 

seharusnya ada dan digunakan untuk mengukur kelayakan calon Perangkat Desa akhirnya 

tidak dijalankan karena calon Perangkat Desa sudah ditetapkan sejak awal oleh Kepala 

Desa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika politik yang terjadi dalam 

pengisian perangkat desa di Desa Kareo, siapa saja aktor-aktor yang terlibat di dalamnya 

serta relasi aktor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus, proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan 

dokumentasi dari arsip data pemerintahan setempat.  

Hasil penelitian menunjukkan dinamika politik yang ada dalam pengisian 

perangkat desa di desa Kareo berkaitan dengan adanya pemberhentian perangkat desa. 

Pemberhentian sepihak yang dilakukan oleh Kepala Desa membuat Perangkat Desa Kareo 

merasa tidak puas dan melapor kepada DPMD sehingga DPMD menolak mengeluarkan 

surat rekomendasi pemberhentian perangkat desa melalui Camat. Namun Camat memilih 

tetap mengeluarkan Surat Rekomendasi tanpa memperhitungkan pendapat DPMD 

sehingga Perangkat Desa Kareo pada Akhirnya tetap diberhentikan. Penelitian juga 

mencatat bahwa meskipun Bupati mengeluarkan surat edaran yang melarang 

pemberhentian perangkat desa, hal ini tidak mempengaruhi pemulihan jabatan Perangkat 

Desa Kareo yang telah diberhentikan. Adanya relasi Patron Client antara Kepala Desa dan 

Tim Sukses juga menjadi salah satu faktor penyebab pemberhentian perangkat desa.  

Kepala Desa berupaya mengosongkan jabatan perangkat desa demi menarik Tim 

Suksesnya ke dalam pemerintahan desa yang berada di bawah kepemimpinannya. 

Akibatnya, proses pengisian Perangkat Desa Kareo mengalami kelemahan, terutama dalam 

hal sosialisasi dan seleksi sehingga mengurangi partisipasi dan pengawasan masyarakat 

dalam proses pengisian perangkat desa. 

 

 

Kata kunci: pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, Pemerintahan desa, 

Perangkat desa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Politik dan Pemerintahan Desa telah menjadi topik yang menarik untuk 

dibahas, apalagi usai diterbitkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Desa. Bahwa dengan adanya peraturan ini pemerintah desa diberi 

kewenangan mengurus serta mengatur urusan rumah tangganya sendiri. 

Penyelenggara pemerintahan desa adalah Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat 

Desa, berperan langsung melayani kepentingan masyarakat desa. Perangkat desa 

berperan sangat penting dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat desa, 

karena perangkat desa merupakan posisi terpenting dari pemerintah desa yang 

secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Sudah menjadi tugas Kepala 

Desa untuk merekrut dan mengangkat perangkat desa yang berkualitas dan 

mumpuni agar dapat menjalankan tugas-tugasnya sebagai perangkat desa dengan 

baik. Oleh sebab itu proses rekrutmen penting dilakukan secara benar dan efektif 

sehingga sistem pemerintah desa dapat terlaksana seperti apa yang diharapkan 

undang-undang. Mengingat kedudukan perangkat desa yang sangat penting untuk 

kelangsungan pemerintahan desa (Megah, 2022, p. 4) 

Realita yang ada di lapangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian 

Perangkat Desa di daerah-daerah sebenarnya masih belum sepenuhnya terlaksana 

seperti apa yang tertera dalam undang-undang. Dilansir dari media lokal 

kabarbanten.com Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau yang disingkat PPDI 

Kabupaten Serang menerima banyak pengaduan tentang Perangkat Desa yang 

diberhentikan secara sepihak oleh Kepala Desa. Menurut Hendra Saputra ketua 

PPDI Kabupaten Serang salah satu faktor pemberhentian ini disebabkan beda 

dukungan mayoritas tekanan tim sukses. Janji politik yang diumbar oleh calon 

Kepala Desa untuk menjadikan tim sukses atau pendukungnya menjadi Perangkat 

Desa saat terpilih menjadi Kepala Desa. Hal ini yang pada akhirnya menimbulkan 

ke sewenangan dalam pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa oleh 

Kepala Desa yang baru dilantik (Hasanudin, 2022, p. 1). 

Kasus ini juga pernah terjadi di Kecamatan Cikancung Kabupaten 

Bandung. Sering kali terjadi keluhan dari berbagai lapisan masyarakat mengenai 

pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa terutama pasca Pilkades, setiap 

kali selesai pemilihan Kepala Desa selalu terjadi perombakan besar-besaran. 

Perangkat desa yang sudah bekerja lebih dulu dibongkar secara signifikan, diganti 

dan diberhentikan oleh Kepala Desa baru. Pemahaman Kepala Desa yang masih 

kurang terkait peraturan perudang-undangan tentang pemberhentian dan 
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pengangkatan perangkat desa, transparansi terhadap masyarakat yang masih 

kurang, dan keikutsertaan masyarakat dalam menentukan Perangkat desa belum 

sepenuhnya terlaksana serta masih adanya kepentingan pribadi dan politik balas 

budi yang dilakukan Kepala Desa (Wahidin, 2021, pp. 115-119).   

Berdasarkan data putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, 

ada 623 putusan terkait  dengan pemberhentian perangkat desa di Indonesia 

sepanjang tahun 2004 sampai 2020. Sebagian kasus terjadi dikarenakan oleh 

beberapa faktor di antaranya; Pertama, dikarenakan pada saat Pilkades perangkat 

desa lama kedapatan tidak memilih Kepala Desa yang baru yang terpilih. Kedua, 

Kepala Desa terpilih memiliki permasalahan personal dengan perangkat desa yang 

lama. Ketiga,  Kepala desa enggan menerima kritik dan masukan dari perangkat 

desa yang lama dan terjadi perpecahan yang mengakibatkan kedua pihak berseteru 

sehingga berakhir pemberhentian perangkat desa yang (Ratulang, 2021, p. 246). 

Kepala Desa memang berhak untuk memberhentikan dan mengangkat 

Perangkat Desa namun harus sejalan dengan prosedur sesuai dengan Undang-

undang. Peraturan Mendagri Nomor 67 Tahun 2017 mengatur mengenai 

mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Dalam peraturan 

tersebut dijelaskan bahwa Perangkat Desa dapat diberhentikan dalam beberapa 

situasi, seperti meninggal dunia, mengajukan permintaan atau pengunduran diri, 

mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi 

syarat sebagai Perangkat Desa, atau melanggar peraturan yang berlaku sebagai 

Perangkat Desa (Tiffany, 2021, pp. 164-169).  

Kepala Desa tidak boleh memberhentikan Perangkat Desa tanpa alasan 

yang jelas. Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa yang mencakup 

pemberhentian dan pengangkatan harus dilakukan sesuai dengan prosedur 

mengacu kepada Peraturan perudang undangan ada. Pengaturan tentang pengisian  

perangkat desa diatur pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 67 Tahun 2017. Pengangkatan perangkat desa diatur dalam Pasal 4 bahwa 

Pengangkatan perangkat desa dilakukan dengan mekanisme meminta surat 

rekomendasi dari Camat, surat rekomendasi yang dikeluarkan Camat akan menjadi 

dasar keputusan Kepala Desa untuk mengangkat perangkat desanya. Mengacu 

pada Pasal 5 pengaturan pemberhentian perangkat desa memerlukan rekomendasi 

dari Camat untuk acuan Kepala Desa dalam memberhentikan perangkat desa 

(Sadzili, 2022, pp. 201-216). 

Fenomena pemberhentian Perangkat Desa pasca pilkades juga terjadi di 

Desa Kareo Kecamatan Jawilan. Pasca Pilkades serentak 2021 ada 4 (empat) 

perangkat desa kareo yang dipaksa berhenti dari jabatannya sebagai Perangkat 

Desa. Perangkat Desa lama dipaksa mundur karena Kepala Desa baru 
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menghendaki perombakan formasi Perangkat Desa, hal ini agar Perangkat Desa 

lama dapat diganti oleh orang-orang terdekat Kepala Desa Baru.  

Janji politik yang sering ditawarkan oleh calon Kepala Desa saat terpilih 

menjadi Kepala Desa adalah memberikan jabatan Perangkat Desa kepada 

pendukungnya sehingga saat terpilih sebisa mungkin Kepala Desa yang baru akan 

mengosongkan jabatan Perangkat Desa untuk orang-orang yang telah 

mendukungnya saat pemilihan. Tumbangnya calon Kepala Desa pertahanan juga 

berdampak pada perombakan dan pemberhentian Perangkat Desa. Kepala Desa 

baru yang menjanjikan kepada tim suksesnya untuk menjadi perangkat desa jika 

terpilih, otomatis akan menggeser perangkat desa yang saat itu sedang bekerja 

(Tim Redaksi Kabar Banten, 2021).  

Hal ini pada akhirnya akan berpengaruh pada proses pelaksanaan 

pengisian Perangkat Desa yang tidak berjalan sesuai dengan semestinya dan 

melewatkan banyak tahapan-tahapan. Contohnya dalam proses sosialisasi, banyak 

dari masyarakat Desa Kareo Kecamatan Jawilan mengaku tidak tahu perihal 

kekosongan Perangkat Desa. Proses penjaringan calon Perangkat Desa yang 

seharusnya diumumkan dan disosialisasikan pada masyarakat nyatanya tidak 

terlaksana. Padahal dalam Peraturan Bupati Serang nomor 10 tahun 2019 tentang 

tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dijelaskan bahwa 

rencana pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa harus diumumkan kepada 

masyarakat agar masyarakat yang berminat dapat mencalonkan diri. 

Ketidakikutsertaan masyarakat dalam proses pengisian Perangkat Desa membuat 

semua tahapan-tahapan yang ada dalam pengisian Perangkat Desa tidak 

dilaksanakan dengan benar karena kurangnya pengawasan. Proses seleksi yang 

seharusnya ada dan digunakan untuk mengukur kelayakan calon Perangkat Desa 

akhirnya tidak dijalankan karena calon Perangkat Desa sudah ditetapkan langsung 

oleh Kepala Desa. Tidak peduli kemampuan apa yang dimilikinya selama menjadi 

orang kepercayaan Kepala Desa sudah dipastikan jalan menjadi Perangkat Desa 

akan lebih mudah. 

 Kredibilitas Perangkat Desa yang dipilih Kepala Desa tanpa melewati 

seleksi ini pun patut dipertanyakan, bagaimana jika nanti Perangkat Desa yang 

seharusnya melayani dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat malah lebih 

loyal kepada Kepala Desa yang telah memberikan jabatan? Hal ini tentu saja akan 

bertentangan dengan demokrasi yang mengutamakan kepentingan masyarakat. 

Fenomena inilah yang pada akhirnya menjadi polemik dalam pengisian Perangkat 

Desa di Kecamatan Jawilan.  

Berlatar kan fenomena di atas peneliti menjadi sangat tertarik untuk 

mengetahui dan membahas lebih dalam lagi tentang bagaimana dinamika politik 
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dalam pengisian Perangkat Desa di Desa Kareo. Penelitian ini akan difokuskan 

pada bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa di Desa 

Kareo dan siapa saja aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, serta bagaimana 

dinamika politik yang terjadi dalam pengisian perangkat desa. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana dinamika politik dalam pengisian Perangkat Desa di Desa 

Desa Kareo Kecamatan Jawilan? 

2. Bagaimana peran aktor dalam pengisian Perangkat Desa di Desa Kareo 

Kecamatan Jawilan? 

C. Tujuan 

1. Untuk menguraikan bagaimana dinamika politik dalam pengisian 

Perangkat Desa di Desa Kareo Kecamatan Jawilan. 

2. Untuk menjelaskan siapa saja aktor yang terlibat dalam pengisian 

Perangkat Desa Kareo dan bagaimana peran serta relasi antar aktor. 

D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

a) Memberikan pembelajaran lebih mendalam mengenai teori politik 

dan pemerintahan desa. Serta analisis tentang bagaimana 

dinamika politik yang terjadi dalam pengisian Perangkat Desa. 

b) Dapat mengasah dan melatih kemampuan berpikir mahasiswa dan 

menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi. 

2. Manfaat Praktis 

a) Diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana 

dinamika politik yang ada dalam pengisian Perangkat Desa di 

Desa Kareo. 

b) Dapat dijadikan kritik dan saran untuk memperbaiki mekanisme 

yang ada dalam pengisian Perangkat Desa.  

c) Diharapkan bisa berkontribusi menjadi sumber data sekunder bagi 

peneliti selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 

E. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan kegiatan mengumpulkan ringkasan atau 

rangkuman penelitian terdahulu mengenai topik yang serupa bertujuan untuk 
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mendapat gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan 

plagiarisme. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan pada peneliti 

mengenai topik yang akan dibahas. Peneliti membutuhkan literatur atau bahan 

bacaan berupa karya ilmiah seperti jurnal artikel dan skripsi terdahulu untuk 

dijadikan sebagai rujukan yang dapat mendukung penelitian ini. Adapun beberapa 

penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Dinamika Politik 

Pertama, Penelitian yang ditulis Frans Bapa Tokan dan Urbanus 

Ola berjudul “Dinamika Politik Desa” studi penelitian ini berfokus pada 

relasi kuasa elit dan politik pilkades di Kecamatan Witihama Kabupaten 

Flores Timur. Menurutnya Dinamika politik erat kaitannya dengan tiga 

elemen utama yakni Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dan Elit Tradisional. Kekuatan “Atakebele” diartikan sebagai bangsawan 

atau orang berpengaruh yang menduduki posisi tinggi dan memiliki 

pengaruh yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan desa 

masih sangat berpengaruh dalam mempengaruhi kemenangan Kepala 

desa dalam Pilkades. Fenomena ini dijelaskan dengan menggunakan teori 

powercube merupakan kerangka kerja yang dapat menganalisis bentuk 

kekuasaan berdasarkan tingkat, ruang dan bentuk serta keterkaitan 

diantaranya. Kekuasaan tidak hanya berada di tingkat pengambilan 

keputusan namun juga berada di luar selain pengambilan keputusan. Teori 

ini membantu menganalisis bentuk kekuasaan politik lokal terbagi dalam 

tiga bagian, yakni: (1) visible forms of power atau kekuasaan yang 

terlihat, kekuasaan yang secara langsung dapat terlihat dari bagaimana 

arah kebijakan diambil, biasanya terwujud dalam kekuasaan lembaga. 

Seperti Kelembagaan adat, BPD dan pemerintah desa, dalam konteks 

kekuasaan yang ada desa; (2) hidden power atau Kekuasaan tersembunyi, 

digunakan untuk menjaga kekuasaan dan privilege oleh kelompok 

kepentingan dengan berusaha memberikan hambatan bagi orang lain 

berpartisipasi dalam urusan politik, dengan mengendalikan politik di 

belakang panggung.; (3) invisible power atau Kekuatan tak terlihat, 

menjelaskan bagaimana masyarakat tidak menyadari apa yang menjadi 

hak-hak mereka, masyarakat tidak sadar akan kemampuan mereka untuk 

berbicara tentang ranah politik dan kemungkinan mereka tidak menyadari 

bahwa bentuk dominasi atas mereka merupakan hal yang salah. Mereka 

akan menganggap bentuk dominasi atas mereka sebagai sesuatu yang 

alami atau setidaknya tidak dapat diubah (Tokan & Ola, 2020, pp. 1-14). 
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Kedua, jurnal artikel yang ditulis oleh Denanda Putri Adhilani 

dan Prof. Dr. Farida Hanum, M.Si Jurnal ini membahas tentang Dinamika 

politik yang terjadi di Dusun Depok Yogyakarta terkait tentang pemilihan 

kepala dusun yang merupakan salah satu jabatan dalam perangkat desa di 

Dusun Depok Yogyakarta, konflik yang terjadi karena kepala dusun 

terpilih hasil dari tes dan seleksi tidak sesuai dengan harapan masyarakat. 

Konflik ini juga dipengaruhi oleh kelompok tertentu sehingga penolakan 

semakin meluas, adanya unsur patron-client menjadi salah satu penyebab 

konflik ini semakin memanas. Salah satu ciri patron klien sendiri adalah 

ketergantungan klien pada patron akibat jasa patron, dalam hal ini tokoh 

masyarakat sudah banyak berjasa untuk warga baik dalam hal hubungan 

sosial, politik, maupun ekonomi. Masyarakat desa yang masih sangat 

menghargai tokoh masyarakat sebagai panutan secara otomatis dapat 

terpengaruh dengan hal tersebut, terlebih dalam hal ini memiliki 

kepentingan yang sama yaitu sama- sama tidak menyukai kepala dusun 

terpilih (Adhilani & Hanum, 2019, pp. 2-22). 

2. Pengisian perangkat desa  

Pertama skripsi yang ditulis oleh (A.Asarul, 2020) dalam 

penelitiannya ini Asarul menjelaskan tentang pengangkatan Perangkat 

Desa di desa Palongki berdasarkan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 

2014. Pengangkatan Perangkat Desa memiliki beberapa tahapan yaitu 

diantaranya; penjaringan atau seleksi calon Perangkat Desa, Kepala Desa 

dan Camat melakukan konsultasi untuk calon Perangkat Desa, Camat 

memberikan surat rekomendasi berupa menerima atau menolak calon 

yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa, Kepala Desa melakukan 

pengangkatan Perangkat Desa yang menerima rekomendasi dari camat. 

Menurut penelitian A.Asrul peraturan itu telah di jalankan oleh aparat 

pemerintah Desa Palongki akan tetapi meskipun begitu ada maksud 

terselubung di dalam nya. Pemerintah desa sebenarnya sudah 

menentukan siapa saja yang harus menjadi calon Perangkat Desa artinya 

pihak pemerintahan desa tidak membuka pendaftaran secara terbuka 

untuk umum namun pemerintah desa telah memilih secara langsung siapa 

yang seharusnya menjadi Perangkat Desa. 

Kedua, jurnal artikel yang ditulis oleh Nanang Zulkarnaen dan 

Maemunah pada tahun 2018. Dalam artikel ini dikatakan bahwa 

kewenangan Kepala Desa dalam undang-undang no.6 tahun 2014 adalah 

mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa. Dalam Pasal 49 ayat 

(2) disebutkan bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah 
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dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Wali Kota. Adanya 

keterlibatan Camat dalam memberikan rekomendasi kepada Kades untuk 

mengangkat Perangkat Desa secara tidak langsung menjelaskan bahwa 

dalam praktik hak Kades untuk mengangkat perangkat desa 

mengikutsertakan Camat yang merupakan pemegang kewenangan yang 

utama. Dalam hal ini, kekuasaan yang lebih tinggi dipegang oleh Camat 

sebagai perwakilan dari Bupati. Kades hanyalah sebagai perantara dalam 

proses pengangkatan perangkat desa. Kekuasaan Kades dalam proses 

pengangkatan Perangkat Desa berasal dari kewenangan yang terlebih 

dahulu disetujui oleh Camat melalui surat rekomendasi untuk 

mengeluarkan keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian 

Perangkat Desa. Kepala desa yang mendapatkan kekuasaan secara atribut 

untuk memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa seharusnya tidak 

boleh bertindak demi kepentingan perseorangan atau golongan tetapi 

harus selalu mementingkan mekanisme yang tertuang dalam peraturan 

perundang-undangan (Zulkarnaen & Maemunah, 2018). 

Ketiga, jurnal artikel yang ditulis oleh (Rohman, 2020, pp. 62 - 

82) yang dipublikasi pada tahun 2020. Penelitian ini menujukan 

bagaimana politik birokrasi yang ada di Desa pasca pemilihan Kepala 

Desa terutama dalam perekrutan dan pemberhentian Perangkat Desa, 

dalam jurnal ini digambarkan bagaimana Kepala Desa baru yang terpilih 

menggunakan wewenangnya memberhentikan Perangkat Desa yang ada 

dan digantikan oleh orang-orang baru yang berada dipihaknya pada saat 

kampanye Pilkades. Kekuasaan kepala desa dalam proses pengangkatan 

Perangkat Desa dari segi politik cenderung memungkinkan terjadinya 

birokrasi. Pengorbanan waktu, pikiran, tenaga, dan materi yang diberikan 

oleh tim sukses tentunya bagi sebagian orang tidak akan cukup jika hanya 

berupa ucapan terima kasih. Bisa saja ada kemungkinan bagi mereka 

berkeinginan untuk mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan desa 

setelah berhasil menyukseskan calon yang didukungnya menjadi kepala 

desa. Tentu saja hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

43 Tahun 2014, Pasal 68 ayat (1). Perangkat Desa dapat diberhentikan 

karena; a) meninggal dunia, b) permintaan sendiri atau, c) diberhentikan. 

Seandainya jika Kades memecat atau memberhentikan Perangkat Desa 

yang lama hanya untuk sekedar memberikan jabatan untuk para 

pendukungnya saat pilkades maka hal ini tidaklah dibenarkan. 
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Politik Desa erat kaitannya dengan pemerintahan desa yang terdiri dari 

Kepala Desa dan Perangkat Desa, penelitian ini akan berfokus pada proses 

pengisian Perangkat Desa di Desa Kareo. Berbeda dengan penelitian terdahulu 

yang lebih menekankan pada proses pelaksanaan pengangkatan perangkat desa 

melalui kecamatan hukum, penelitian ini lebih menekan kepada proses pengisian 

perangkat desa melalui teori-teori politik. Penelitian ini akan fokus kepada 

Dinamika politik antara Kepala Desa yang berwenang mengangkat serta 

memberhentikan perangkat desa dan perangkat desa yang bertugas membantu 

kepala desa namun kedudukannya dilindungi hukum dan tidak boleh diganggu 

secara semena-mena oleh Kepala Desa. 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dapat 

membantu mengidentifikasi interaksi antar variabel (Dinamika Politik & 

aplikasi pengisian Perangkat Desa). Penelitian kualitatif merupakan 

payung yang meliputi berbagai bentuk penyelidikan yang akan membantu 

kita mengetahui dan mengungkapkan makna kenyataan dalam peristiwa 

sosial. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian ilmu sosial yang 

biasanya bekerja menggunakan data non-numerik. Penelitian kualitatif 

berusaha agar dapat menafsirkan makna berdasarkan data yang diteliti 

guna membantu peneliti mengetahui kehidupan sosial masyarakat melalui 

studi populasi atau lokasi yang ditargetkan (S. Aminah & Roikan, 2019). 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research) merupakan studi atau penelitian terhadap relasi kehidupan sosial 

masyarakat secara langsung (Rukhmana, 2022). Penelitian lapangan 

meliputi penelitian pada penduduk Kawasan atau organisasi, yang 

termasuk ke dalam metode penelitian diantaranya survei, wawancara baik 

informal maupun terstruktur, percobaan lapangan dan kegiatan lainnya 

yang dikenal sebagai observasi atau pengamatan (Boix, 2022). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, dimana kasus 

yang akan dilihat dari penelitian ini adalah politik pengisian perangkat 

desa yang menyangkut peran dan relasi antar aktor yang terlibat 

didalamnya. Pengumpulan data melalui wawancara atau berdasarkan arsip 

data pemerintahan setempat. Pendekatan ini bertujuan agar peneliti dapat 

menjelaskan dan menggambarkan realita yang terjadi di Desa Kareo 

terkait bagaimana dinamika politik dalam pengisian Perangkat Desa di 

Desa Kareo Kecamatan Jawilan secara lebih mendetail dan mendalam. 
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2. Sumber Data 

  Data merupakan keterangan berupa fakta mengenai semua elemen 

yang dapat digunakan atau dijadikan sebagai materi untuk menciptakan 

suatu informasi, sumber data yang didapat akan sangat mempengaruhi 

informasi yang diperoleh. Sumber data penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, 

umumnya melalui survei, observasi, atau interaksi langsung. Data 

primer inilah yang akan digunakan sebagai sumber data utama 

dalam penelitian ini. Peneliti datang langsung ke Desa Kareo 

untuk memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan 

pengisian Perangkat Desa di Desa Kareo Kecamatan Jawilan. 

Peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada stakeholder 

yang terlibat langsung dalam proses pengisian jabatan Perangkat 

Desa. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung dan sebagai data pendukung dari data 

utama. Seperti arsip atau data pemerintahan setempat, atau 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini, serta 

buku dan artikel jurnal yang relevan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara ialah aktivitas mengumpulkan data 

melibatkan presentasi rangsangan lisan-verbal dan membalas 

dalam tanggapan lisan-verbal. Lebih sederhananya wawancara 

adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan metode tanya 

jawab antara peneliti dan narasumber. Peneliti akan mengajukan 

sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan proses pengisian 

jabatan Perangkat Desa kepada narasumber yang terlibat langsung 

dalam pengisian perangkat desa. Adapun Fokus informan yang 

peneliti wawancarai diantaranya Dua Orang Perangkat Desa, Dua 

mantan Perangkat Desa, Tokoh masyarakat dan masyarakat 

setempat. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah proses atau hasil pembuatan dan 

pengumpulan dokumen sebagai bentuk catatan atau bukti. 
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Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi yaitu berusaha 

mencari data tentang hal-hal atau variabel. Dokumentasi dalam 

penelitian ini berupa Surat Keterangan Pemberhentian Perangkat 

desa baru, Surat Keterangan Pengangkatan perangkat desa, data 

tim seleksi, SK Pemberhentian perangkat desa dan dokumen profil 

pemerintahan desa. 

c. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah suatu metode penelitian yang 

dilakukan dengan mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis 

berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik atau 

masalah penelitian tertentu. Metode ini melibatkan pembacaan 

dan sintesis berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, 

dan sumber literatur lainnya untuk memahami dan merumuskan 

pemahaman tentang topik penelitian, mengevaluasi teori yang 

ada, dan mengidentifikasi celah pengetahuan atau perdebatan 

yang masih terbuka (Satriyo, 2018). 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data bisa ditafsirkan sebagai suatu cara untuk 

analisis data, dengan maksud menggunakan pengolahan data tersebut 

sebagai suatu pengetahuan dan informasi, sehingga ciri-ciri atau 

karakteristik datanya bisa dimengerti dengan mudah serta berguna untuk 

menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan aktivitas penelitian, 

baik yang menyangkut penggambaran data ataupun menciptakan induksi 

data serta menarik konklusi mengenai ciri populasi menurut data yang 

diperoleh menurut sampel (Tarjo, 2019). 

Penelitian ini akan menggunakan model analisis Miles dan 

Huberman yang dilaksanakan secara interaktif dan berlantung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga data tidak ada perbedaan dengan yang 

berada di lapangan. Tahapan analisis data dari Miles dan Huberman yaitu: 

a. Tahap reduksi data 

Hasil data yang telah dikumpulkan langsung baik melalui 

wawancara, rekaman dan dokumentasi selanjutnya diberi kode 

atau tanda, dikelompokkan dan dirangkum serta disajikan dalam 

bentuk narasi.  Peneliti akan menyeleksi dan menyusun data yang 

telah didapatkan lalu dengan data yang telah ada peneliti akan 

berusaha mendapatkan penggambaran yang jelas. 

b. Tahap penyajian data 
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Penyajian data merupakan tahapan yang berupaya 

mengonstruksikan data yang telah didapat secara ringkasan dan 

terorganisir dengan baik sebagai dasar untuk membuat keputusan. 

Peneliti akan berusaha menganalisis kembali proses reduksi data 

agar dapat memahami intinya. Data yang akan disajikan akan 

dibuat dalam bentuk rangkuman yang terstruktur, berurutan dan 

sinopsis. 

c. Tahap pengambilan kesimpulan 

Tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi, peneliti 

akan berusaha menginterpretasikan, mengartikan data yang telah 

diperoleh. Temuan yang sebelumnya berupa objek atau deskripsi 

yang masih ambigu diharapkan menjadi lebih jelas setelah 

penelitian ini dilakukan. Dalam hal ini bisa berupa hipotesa 

ataupun teori. 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan adalah bagian yang akan membantu menjelaskan 

gambaran penulisan skripsi agar lebih terarah dan mudah dipahami. Adapun 

sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: BAB I Pendahuluan yang akan berisi 

mengenai Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat 

penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, Kerangka Teori dan 

Sistematika Penulisan. BAB II Kerangka Teori yang akan memuat uraian 

mengenai pengertian Pemerintah Desa, Perangkat Desa Kepala Desa, dan 

Dinamika Politik serta teori utama yaitu teori patron clientisme. BAB III Kondisi 

Objektif Lokasi Penelitian, Bab ini meliput gambaran umum mengenai Desa Kareo 

yang merupakan lokasi penelitian, menjelaskan bagaimana kondisi sosial 

masyarakat serta bagaimana struktur pemerintahan desa. BAB IV Dinamika 

Politik dalam pengisian Perangkat Desa Kareo, Bab ini akan menguraikan 

bagaimana proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dan bagaimana dinamika 

yang ada dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Kareo 

yang berada di Kecamatan Jawilan. BAB V Peran dan Relasi Aktor dalam 

pengisian Perangkat Desa Kareo akan membahas siapa saja aktor yang terlibat 

dalam pengisian Perangkat Desa Kareo, serta bagaimana peran dan relasi antar 

aktor. BAB VI Penutup, Bab ini akan berisi Kesimpulan akhir dari penelitian 

mengenai fenomena yang terjadi dan Saran peneliti mengenai temuan-temuan 

yang ada. 
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

A. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merujuk pada pengertian atau gambaran konsep suatu 

ide atau gagasan secara abstrak. Disusun berdasarkan konsep dan teori yang telah 

ditetapkan. Hal ini untuk memberikan dasar bagi pemahaman lebih lanjut atau 

penyelidikan mendalam terkait dengan suatu topik atau domain yang hendak di 

ukur, diteliti dan digali datanya. Sehingga tema penelitiannya memiliki Batasan 

dan dapat lebih fokus.  

1. Pemerintahan desa 

Secara teritik dan praktik, Perbedaan antara "pemerintah" dan 

"pemerintahan" terletak pada konsep dan pelaksanaannya. "Pemerintahan" 

merujuk pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintah atau bestuurvoering, 

sementara "pemerintah" merujuk pada entitas atau badan yang berfungsi 

sebagai organ atau alat untuk menjalankan pemerintahan. Namun, dalam 

penggunaan sehari-hari di masyarakat, istilah "pemerintah" dan 

"pemerintahan" sering digunakan secara bergantian dan mengacu pada para 

pejabat atau penguasa. Dengan kata lain, baik "pemerintah" maupun 

"pemerintahan" merujuk pada penguasa atau pejabat yang memegang jabatan 

pemerintahan, mulai dari Presiden sebagai pejabat negara hingga pejabat desa 

seperti Kepala Desa, yang berarti Semua individu yang menduduki jabatan 

dikenal sebagai pemerintah atau pemerintahan, tetapi mereka yang bekerja di 

lingkungan pemerintah atau pemerintahan disebut sebagai orang 

pemerintah(an) (Satriawan, 2013, pp. 149-159).  

Sedangkan Desa berasal dari kata ‘swadesi’ dalam bahasa Sangsekerta 

memiliki arti sebagai empat atau wilayah. Desa dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 didefinisikan sebagai kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki tujuan bersama untuk hidup berdampingan 

guna kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, dan/atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati negara. Artinya, Desa adalah unit 

otonom pada tingkat paling dasar mempunyai kewenangan istimewa mengatur 

urusan internalnya sendiri. Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala 

desa atau ketua desa, dengan bantuan dari perangkat desa, yang merupakan 



13 

 

 

 

 

bagian penting dari struktur pemerintahan desa bertugas mengelola urusan 

pemerintahan desa (Sari, 2020, p. 4). 

Pemerintahan Desa adalah pelaksana pemerintahan desa dan 

kepentingan masyarakat Desa dalam kerangka sistem pemerintahan Indonesia. 

Kepala Desa, bersama dengan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD), bertanggung jawab untuk mengurus dan mengelola kepentingan 

masyarakat setempat. Kewenangan desa berdasarkan pasal 18 sampai pasal 22 

UU No 6 tahun 2014 meliputi kewenangan pemberdayaan dan pembimbingan 

masyarakat desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta penyelenggaraan 

pemerintahan di desa yang didasarkan pada pendapat masyarakat, hak adat 

istiadat dan asal usul desa. Kewenangan desa yang ada didasarkan pada hak 

adat istiadat dan asal usul desa meliputi kewenangan lokal, daerah provinsi, 

atau pemerintah daerah kabupaten (Raharjo, 2021). 

Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah dua faktor utama penyelenggara 

Pemerintahan Desa (Suprihatini, 2018, p. 19). Pemimpin desa adalah Kades 

yang merupakan penduduk yang telah mendiami daerah tersebut dalam jangka 

waktu tertentu dan dipilih secara  langsung melalui Pemilukades. Kades 

menduduki posisi sebagai Kepala Desa selama 6 tahun dengan periode 

kepemimpinan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali atau 3 (tiga) periode baik 

secara berturut-turut ataupun tidak berurutan (Sugiman, 2018) Keuangan dan 

Aset Desa dikelola Kepala Desa dan dibantu oleh Aparatur desa. Kades juga 

berhak untuk menetapkan Peraturan yang berhubungan dengan kepentingan 

Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta pembinaan untuk 

kelangsungan hidup warga desanya, menjaga ketertiban dan ketenteraman 

desa, serta mengangkat dan memberhentikan Aparatur Desa. 

2. Perangkat Desa 

Perangkat Desa merupakan pejabat yang secara langsung bekerja di bawah  

Kepala Desa dalam membantu menjalankan pemerintahan. Perangkat Desa 

hanya bisa diangkat dan diberhentikan setelah Kepala Desa berkonsultasi 

dengan Camat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Perangkat desa 

terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. 

Berdasarkan Undang-Undang Perangkat desa adalah orang yang bertugas 

untuk membantu tugas Kepala Desa serta bertanggung jawab secara langsung 

kepada Kepala Desa atas tugas yang diberikan kepadanya. (Hasan Basri, 

2022). 
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Perangkat Desa sebagai satuan penyelenggara pemerintahan desa yang 

bekerja secara langsung di bawah Kepala Desa harus bekerja secara 

profesional mengingat tugas dan fungsi desa cukup kompleks, seperti 

membina keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat serta  mengurus 

kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan potensi 

dan kekuatan yang dimiliki oleh sehingga bisa menciptakan masyarakat 

mandiri, maju dan sejahtera (Asrori, 2014, pp. 101 – 116). 

3. Kepala Desa 

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih secara langsung 

melalui Pilkades oleh penduduk desa yang telah memenuhi syarat. Kepala desa 

menurut Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 adalah pejabat Pemerintahan 

Desa yang memiliki wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan 

dan menjalankan rumah tangga wilayah desanya sendiri serta melaksanakan 

tugas-tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kepala Desa mempunyai 

masa jabatan selama 6 (enam) tahun dimulai dari tanggal pelantikannya. 

Kepala Desa boleh menjabat sebanyak tiga kali sebagai kepala desa atau tiga 

periode, baik secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut (Sugiman, 

2018). 

Tugas Kepala Desa melibatkan kepemimpinan dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa. Kepala Desa memiliki wewenang penuh terkait 

pengelolaan keuangan dan aset desa, penetapan peraturan desa, perencanaan 

anggaran pendapatan dan belanja desa, pemeliharaan ketertiban masyarakat 

dan wilayah desa, serta hak untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat 

desa. 

4. Aktor Politik 

Aktor politik merujuk kepada orang-orang yang memiliki potensi 

untuk mempengaruhi dan dipengaruhi suatu kebijakan, aktor politik 

merupakan mereka yang tertarik dalam suatu kebijakan atau memiliki 

kemampuan untuk memengaruhi proses kebijakan. Aktor politik juga bisa 

dikatakan sebagai stakeholder ataupun elit. Kata "elite" sendiri pertama kali 

digunakan diabad 17 untuk mencitrakan barang atau produk berkualitas tinggi 

dan sempurna. Lalu kemudian, penggunaan kata ini berkembang untuk 

merujuk pada suatu kelompok sosial yang unggul, seperti unit militer kelas 

atas atau pun bangsawan yang memiliki tingkatan kelas yang tinggi. 

Terminologi elite senantiasa merujuk kepada individu maupun kelompok yang 
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memiliki keunggulan atau prestasi tertentu yang melekat pada dirinya. 

Sehingga dengan keunggulan yang dimilikinya mereka dapat menjalankan 

peran dan berpengaruhnya pada cabang kehidupan tertentu (Januri, 2020).   

Di dunia modern Para kaum elit dianggap sebagai individu yang 

memiliki kekayaan dan posisi tinggi dalam militer, lembaga legislatif, dunia 

diplomatik, atau struktur partai politik. Kalangan elit memiliki kekuatan serta 

pengaruh namun setiap anggotanya tidak memiliki status dan pengaruhnya 

yang sama. Walaupun elit dianggap sebagai individu yang memiliki talenta 

terbaik dalam bermacam-macam bidang seperti bidang hukum, bidang bisnis, 

bidang akademik, dan sebagainya, mereka bukanlah kelompok tetap. Anggota 

lama bisa tergeser dan digantikan dari generasi berikutnya yang telah terpilih 

sejak awal atau muncul sendiri, siap untuk mengambil peran dominan dalam 

bidang masing-masing. 

5. Konsep Dinamika Politik 

Dinamika politik berasal dari dua kata yaitu dinamika atau sesuatu yang 

mendapatkan dorongan berupa kekuatan untuk dapat bergerak, tumbuh dan 

berkembang. Serta Politik yang erat kaitannya dengan power (politisasi 

birokrasi). Dinamika politik dapat diartikan sebagai pergerakan yang di atas 

namakan oleh politik pada suatu pemerintahan dan dapat berdampak pada 

masyarakat secara saling memengaruhi. Sehingga gagasan politik yang akan 

dilaksanakan oleh pemerintahan hendaklah memiliki tujuan untuk 

menyejahterakan  seluruh lapisan masyarakat dan bukan hanya untuk 

golongan tertentu (Kadarisman, 2021, p. 143). Dinamika politik dalam 

pemerintahan sangat erat kaitannya dengan partisipasi dan demokrasi. 

Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan atau kehadiran seseorang atau 

kelompok dalam melaksanakan berbagai agenda pemerintah, melalui 

perencanaan mekanisme button up  (Bobinsa, 2021, p. 26). 

Dinamika politik lokal (Desa), merupakan irama atau gerakan kehidupan 

politik di ranah lokal bagaimana sistem kinerja politik di ranah lokal, 

bagaimana gelaran “kehidupan demokrasi” secara lokal atau masyarakat 

tingkat lokal mengujudkan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. 

Dinamika politik akan membawa perubahan yang baik apabila pada kinerjanya 

bisa secara bertahap (incremental means not instan means), lantaran hal ini 

menyangkut budaya politik yang tidak serta merta dapat berubah. Mengurangi 

ketidakpuasan terhadap syarat status quo, disertai menggunakan contoh 
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perubahan yang sesuai (terutama visi dan budaya politik para elit lokal). 

apabila berubah (reformasi) itu akan berjalan dengan baik, akan juga 

mengurangi dampak negatif atau dampak tidak baik yang tersisa secara 

menetap atau resistensi (Ibrahim, 2013). 

Amin Ibrahim memaparkan dinamika politik lokal akan berjalan baik, 

dapat dirumuskan; 

    D = Dinamika politik 

   T = Ketidakpuasan dari kondisi status quo 

   M = Model perubahan yang diharapkan 

   P>R = Proses perubahan baik sehingga  

   Menghasilkan budaya politik yang 

   dinamis dan tentunya akan lebih besar       

   dari Resisten 

Dinamika politik pengisian perangkat desa di Desa Kareo dan akan 

baik/bersifat linear dinamis jika, T = keadaan sekarang (Pemberhentian 

perangkat desa dengan paksa oleh kepala desa). Diharapkan dapat diatasi 

dengan model yaitu, M = (Peringatan dalam bentuk surat edaran larangan 

pemberhentian perangkat desa dari Bupati). Peringatan dan teguran ini harus 

efektif sebagai model perubahan walaupun mungkin masih ada Resisten atau 

dari beberapa pihak. Jika terjadi demikian maka dapat dikatakan Dinamika 

Politik pengisian Perangkat Desa Kareo dan Desa Cemplang bersifat dinamis. 

6. Konsep Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa 

Pemberhentian dapat diartikan sebagai tindakan mengakhiri kontrak kerja 

antara perusahaan atau badan usaha dengan satu atau beberapa karyawan karena 

alasan tertentu (Adhi, 2014). Bentuk pemberhentian karena permintaan sendiri, 

pemberhentian langsung oleh lembaga, perusahaan atau badan usaha dan bentuk 

pemberhentian sementara. Pengangkatan dapat didefinisikan sebagai penempatan 

pegawai dalam suatu jabatan atau posisi tertentu. Prinsip pengangkatan harus 

mempertimbangkan efektivitas dan peraturan ketenagakerjaan serta menghindari 

separation. Pengangkatan dilakukan setelah calon pegawai lulus dalam seleksi dan 

ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi yang dimilikinya 

(Satriyo, 2018). Pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa diatur tegas 

D = T.M.P > R 
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dalam banyak regulasi, beberapa regulasi yang mengatur pemberhentian dan 

pengangkatan perangkat desa diantaranya; 

1) Undang undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa 

2) Peraturan pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan 

Undang undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa 

3) Peraturan Menteri dalam negeri republik Indonesia No 67 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam negeri No 83 tahun 2015 

tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa 

4) Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 14 Tahun 2017 tentang 

pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.  

5) Peraturan Bupati Kabupaten Serang No 10 Tahun 2019 tentang tata cara 

pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa 

Ada beberapa poin penting yang menyangkut pengangkatan perangkat 

desa, dianataranya; pengangkatan atau perekrutan perangkat desa dimulai dari 

persyaratan untuk menjadi perangkat desa baik persyaratan umum maupun 

persyaratan khusus. Proses pengangkatan perangkat desa dengan melalui 

penjaringan atau seleksi dilakukan oleh tim seleksi yang ditunjuk berdasarkan 

keputusan kepala desa. Tugas dan tanggung jawab tim seleksi dijelaskan dan diatur 

dalam peraturan Kepala Desa.  

Sedangkan dalam pemberhentian perangkat desa ada beberapa faktor 

pokok yang harus diperhatikan yaitu; Perangkat desa di berhentikan karena 

meninggal dunia, pemerintah sendiri dan diberhentikan pemberhentian di tetapkan 

dengan surat keputusan kepala desa setelah sebelumnya di konsultasikan dengan 

camat. Perangkat desa dapat diberhentikan jika telah ditetapkan sebagai tersangka 

dan terlibat dalam tindak pidana seperti korupsi, terorisme, makar, atau kejahatan 

terhadap keamanan negara dan pelanggaran lainnya. Saat terjadi kekosongan 

jabatan perangkat desa, tugas perangkat desa akan digantikan oleh pelaksana tugas 

atau dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Desa 

dengan menerbitkan surat perintah tugas. Perangkat desa memperoleh penghasilan 

tetap dan dapat menerima jaminan kesehatan tunjangan tambahan dan penerimaan 

lainnya yang sah untuk jaminan kesehatan diatur sesuai perundang-undangan. 

B. Patron Client  

Patron dalam Bahasa Spanyol diartikan sebagai ‘pelindung’ yang berarti 

memiliki kekuasaan, pengaruh, status dan otoritas. Dengan kekuatan yang 

dimilikinya inilah Patron memberikan perlindungan kepada mereka yang tidak 
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memiliki kekuatan atau yang di sebut Client. Patron bergantung pada client untuk 

mendapatkan dukungan kolektif dan sebagai balasan patron memberikan bantuan 

atau imbalan yang setara untuk client yang telah mendukungnya (Hall, 1974, p. 

506).  Patronase dapat didefinisikan sebagai keuntungan yang dapat dibagi yang 

dibagikan politisi kepada pemilih individu, pekerja kampanye (tim sukses), atau 

kontributor sebagai imbalan atas dukungan politik. Patronase dengan demikian 

dapat mencakup uang tunai, barang, jasa, dan manfaat ekonomi lainnya (seperti 

pekerjaan atau kontrak) yang didistribusikan politisi kepada pendukung atau calon 

pendukung. Hadiah semacam itu dapat dibagikan kepada individu (misalnya 

amplop berisi uang tunai, atau jabatan di pemerintahan) dan kepada kelompok 

(seperti membangun lapangan sepak bola baru di lingkungan tertentu) (Aspinall & 

Sukmajati, 2016). 

Sedangkan Klientelisme mengacu pada sifat hubungan di antara mereka. 

Klientelisme, dapat diartikan sebagai “hubungan personalistik kekuasaan” di mana 

keuntungan material yang didapatkan dari patron (patronase) ditukar dengan 

dukungan politik. Hubungan Patron-Client dapat didefinisikan sebagai hubungan 

persahabatan yang sangat instrumental dimana seorang individu (Patron) 

memanfaatkan pengaruh serta sumber dayanya sendiri agar dapat memberikan 

perlindungan dan manfaat untuk seseorang yang memiliki status lebih rendah 

darinya (Client). Client yang mendapat perlindungan akan berusaha membalas 

dengan menawarkan dukungan dan bantuan termasuk pelayanan pribadi untuk 

Patron (Scott, 1972, pp. 91-133). 

 Seorang patron mungkin memiliki kekuatan koersif dan dapat menduduki 

posisi otoritas resmi. Tetapi jika wewenang atau kekuatan atas perintahnya sendiri 

cukup untuk dapat memastikan kepatuhan orang lain, seharusnya dia tidak 

memerlukan ikatan patron-klien sebagai timbal balik. Biasanya, patron beroperasi 

dalam konteks di mana norma-norma dan sanksi-sanksi komunitas dan kebutuhan 

akan klien setidaknya memerlukan tiga komponen; Pertama, Kemungkinan atau 

timbal balik (contingency or reciprocity) merupakan penyerahan barang atau jasa 

baik dari pihak patron maupun klien yang merupakan balasan atau tanggapan 

langsung terhadap penyerahan manfaat timbal balik atas apa yang telah diberikan 

oleh pihak lain” (biasanya bisa berupa sumber daya material yang ditukar dengan 

suara saat pemilu atau bentuk dukungan politik lainnya);  

Kedua, hierarki (hierarchy) adalah jenis hubungan yang tidak setara antara 

patron dan klien, ketidakselarasan atau ketidakseimbangan ini pada dasarnya 

berkaitan dengan kepemilikan yang tidak sama atas kekuatan dan sumber daya 
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yang dimiliki patron dan klien. Dalam konteks ini, adalah seseorang yang telah 

terlibat dalam hubungan pertukaran yang tidak setara, di mana dia tidak dapat 

memberikan balasan sepenuhnya atau hutang kewajiban yang mengikatnya pada 

patron. Fakta bahwa patron sering kali memiliki posisi yang lebih tinggi dan 

berkemampuan untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan klien 

potensial demi untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka. Contohnya 

seorang tuan tanah yang dominan secara lokal, sering kali menjadi sumber utama 

untuk mencari perlindungan, keamanan, lapangan pekerjaan, pendidikan yang 

mumpuni serta menjadi akses menuju lahan pertanian dan makanan di masa-masa 

sulit. Layanan semacam itu sangat vital karena menyangkut kebutuhan pokok dan 

karenanya permintaan akan layanan tersebut cenderung sangat tidak elastis; oleh 

sebab itu patron yang memiliki kekuatan dan sumber daya berada dalam posisi 

yang cukup strategis untuk menuntut kepatuhan dari mereka yang menginginkan 

komoditas langka yang dimiliki patron. 

Ketiga, Iterasi menyiratkan bahwa pertukaran klientelistik tidak terjadi 

hanya satu kali, tetapi bagian dari hubungan yang berkelanjutan. Hubungan 

"multipleks" yang begitu kuat, mencakup berbagai kemungkinan pertukaran. 

Sangat mungkin bagi patron meminta bantuan klien dalam menyiapkan pesta 

kemenangan usai kampanye pemilihan setelah patron dinyatakan menang. Hal ini 

menyiratkan bahwa hubungan patron dan klien tidak selalu terjadi hanya pada saat 

pemilu tapi juga berkelanjutan bahkan setelah pemilu. Tidak seperti hubungan 

kontraktual yang eksplisit, ketersebaran hubungan patron-klien berkontribusi pada 

kelangsungannya. Bahkan selama perubahan sosial yang cepat hubungan patron-

klien cenderung dapat bertahan lama, selama kedua mitra mempunyai hal untuk 

ditawarkan satu dengan yang lainnya. Layaknya seperti dua bersaudara (adik-

kakak) yang dapat saling membantu dalam berbagai cara, hubungan patron-klien 

juga dapat digunakan untuk hampir dalam semua tujuan; perbedaan utamanya 

hanya dalam perhitungan manfaat yang lebih besar dan ketidakselarasan yang 

melambangkan pertukaran patron-klien. 

Hubungan ini didasarkan pada konsekuensi atau sanksi yang ada dalam 

sistem kekerabatan dan masyarakat. Ketika seorang kerabat berperilaku tidak 

sesuai dengan harapan atau menyimpang dari norma-norma yang ada, sanksi-

sanksi tersebut dapat diterapkan sebagai respons terhadap perilaku tersebut. Ini 

berbeda dengan hubungan persahabatan yang bersifat instrumental, di mana 

hubungan tersebut dapat terjalin karena masing-masing pihak memiliki 

kepentingan sendiri dan dianggap sebagai alat atau sarana untuk terhubung dengan 
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orang lain di luar hubungan mereka. Dalam konteks ini, setiap individu berperan 

sebagai pendukung atau sponsor bagi yang lainnya (Firzan, 2017, pp. 29-43). 

Hubungan patron clientisme dapat ditinjau dari beberapa ciri, untuk lebih jelas 

berikut ciri-ciri patron client: 

1) Adanya ketidakseimbangan kedudukan atau status antara patron dan klien, 

patron yang menempati status lebih tinggi dan klien ada dibawahnya. 

2) Meskipun patron juga mengharapkan bantuan dari klien, tetapi kedudukan 

patron tetap lebih tinggi dari klien dilihat dari status, kedudukan dan 

kekuasaan yang dimiliki patron 

3) Ketergantungan klien pada patron karena adanya pemberian barang-

barang atau jasa yang dibutuhkan oleh klien dari patron yang 

menyebabkan adanya rasa utang budi dari klien pada patron. 

4) Utang budi ini yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya hubungan 

ketergantungan dan dapat berlangsung dalam waktu yang lama. 

Selain memiliki ciri seperti yang telah disebutkan di atas Patronase juga 

memiliki banyak bentuk dan jenisnya bisa berupa pembelian suara atau Money 

Politic, bisa juga berupa pemberian barang atau pembangunan fasilitas untuk 

kelompok tertentu, atau bahkan pemberian jabatan di pemerintahan. Macam-

macam patronase menurut (Aspinall & Sukmajati, 2016) terbagi menjadi 5 (lima) 

macam yaitu: 

1. Pembelian suara (vote buying) 

Vote buying bisa didefinisikan sebagai aktivitas pendistribusian 

pembayaran uang tunai atau pun barang dari kandidat kepada pemilih secara 

terorganisir beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan 

yang implisit bahwa para penerima akan membayarnya dengan dukungan 

politik dengan cara memilih kandidat dalam pemilihan. 

2. Pemberian pribadi (individual gift).  

Kandidat memberikan berbagai macam hadiah kepada pemilih, hal ini 

dilakukan untuk menjuang pembelian suara yang lebih terorganisir, kandidat 

sering memberikan berbagai hadiah pribadi kepada pemilih. Kegiatan ini 

biasanya dilakukan dalam pertemuan langsung, baik saat kunjungan door-to-

door maupun dalam acara kampanye. Hadiah yang paling umum terdiri dari 

beberapa kategori: Barang kecil (seperti kalender dan gantungan kunci) 

bertuliskan nama dan gambar kandidat; Bahan makanan (beras, gula, minyak 

goreng, mi instan); Dan pakaian dan barang-barang rumah tangga lainnya, 
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terutama yang memiliki simbol keagamaan (jilbab, mukena, sajadah) atau 

barang-barang rumah tangga (piring, peralatan plastik). Kemungkinannya 

hampir tidak terbatas, bahkan bisa juga berupa pemberian kedudukan atau 

jabatan di pemerintahan dan hampir semua diberikan kepada individu. 

Perbedaan antara pemberian hadiah dan pembelian suara semacam itu memang 

tidak jelas dan menjadi kabur. Meskipun demikian, sebagian besar kandidat 

menarik garis tajam antara kedua praktik tersebut dan tidak menganggap 

pemberian hadiah sebagai bagian dari politik uang. 

3. Pelayanan dan aktivitas (services and activities),  

Selain uang tunai dan objek material, para kandidat sering Kali 

menyediakan berbagai aktivitas dan layanan. Kandidat sering Kali 

menyediakan atau membiayai aktivitas yang sangat umum seperti kampanye 

pada acara perayaan oleh komunitas tertentu.  Kegiatan di mana kandidat 

mempromosikan diri mereka sendiri sekaligus tampil sebagai pendukung 

keterlibatan komunitas. Kegiatan semacam itu termasuk kompetisi olahraga, 

pesta komunitas, turnamen catur atau domino, pengajian rutin, demonstrasi 

memasak dan lain sebagainya. Banyak kandidat juga mendanai layanan 

masyarakat seperti pemeriksaan dan pengobatan gratis hal ini bertujuan 

sebagai salah satu bentuk kampanye untuk memperoleh dukungan. 

 

4. Barang-barang kelompok (club good).  

Jenis patronase ini melibatkan pemberian bantuan yang bermanfaat 

bagi kelompok sosial tertentu secara bersama-sama. Contohnya adalah ketika 

seorang kandidat memberikan berbagai barang seperti perlengkapan ibadah, 

peralatan olahraga, alat musik, sound system, peralatan dapur, tenda, dan 

sebagainya kepada masyarakat. Atau kandidat dapat memberikan sumbangan 

untuk proyek pembangunan atau renovasi infrastruktur yang dibutuhkan oleh 

masyarakat, seperti pembangunan musholla, jembatan, dan lain sebagainya.  

Barang-barang klub sebagai patronase yang disediakan untuk 

keuntungan kolektif kelompok sosial yang terikat daripada untuk individu. 

Sebagian besar contoh yang ditemukan dalam kasus Indonesia masuk ke dalam 

dua subkategori: sumbangan kepada asosiasi masyarakat, dan sumbangan 

kepada masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan tertentu, desa atau lokasi 

lain. Berbagai macam lembaga formal dan informal ada di akar rumput di 
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Indonesia: kelompok keagamaan, klub olahraga, asosiasi pemuda, kelompok 

perempuan, koperasi tani dan sebagainya.  

Sangat umum bagi para kandidat untuk mengunjungi kelompok-

kelompok tersebut dan memberi mereka hadiah yang bermanfaat secara 

kolektif seperti perlengkapan keagamaan, peralatan olahraga, alat musik, 

sound system, peralatan dapur, tenda dan peralatan pertanian. Demikian pula, 

para kandidat sering menyumbangkan dana untuk membangun, merenovasi, 

atau memperbaiki infrastruktur masyarakat: misalnya rumah ibadah, jalan, 

jembatan atau saluran drainase, atau untuk penerangan jalan, sumur air desa, 

dan sambungan ke jaringan listrik. Beberapa kandidat menganggap barang 

klub sebagai politik uang terlarang justru karena, hadiah semacam itu 

memberikan keuntungan publik. Untuk mengirimkan barang-barang klub, dan 

untuk mencoba memastikan bahwa penerima manfaat membayarnya kembali 

dengan suara, para kandidat umumnya mengandalkan mediasi para pemimpin 

komunitas terkait sebagai perantara suara. 

5. Proyek gentong babi (pork barrel project)  

Jenis patronase ini memiliki karakteristik yang agak berbeda, yaitu 

melibatkan proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis 

tertentu. Seperti banyak calon legislator yang menawarkan "program-

program" dan "proyek-proyek" yang didanai oleh dana publik untuk para 

pemilih mereka, biasanya berupa proyek-proyek berskala kecil di daerah 

pemilihan masing-masing. Bentuk patronase proyek tong babi definisikan 

sebagai manfaat yang ditargetkan secara geografis dan didanai publik sebagai 

pembayaran kembali, atau ekspektasi dukungan politik. Seperti yang akan kita 

lihat, banyak kandidat berjanji untuk memberikan “program” atau “proyek” 

yang didanai publik kepada konstituen mereka. biasanya barang-barang klub 

yang terdiri dari proyek infrastruktur skala kecil, atau manfaat bagi kelompok 

masyarakat, terutama untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan.  

Bentuk-bentuk patronase jika digambarkan dalam bentuk tabel adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 1  

Variasi Bentuk Patronase 

No Istilah Bentuk Upaya Contoh 

1 Pembelian Suara 

(Vote Buying). 

Distribusi pembayaran 

uang tunai/ barang 

secara sistematis 

dengan harapan 

implisit para penerima 

memberikan suara 

sebagai balasan 

Membuat target 

spesifik (loyalis 

partai atau 

swing voter) 

‘Serangan Fajar’ 

Pembayaran 

yang dilakukan 

pada waktu 

subuh di hari 

pemungutan 

suara 

2 Pemberian 

Pribadi 

(Individual 

Gifts). 

Pemberian sebagai 

kenang-kenangan 

Membagi 

benda-benda 

yang diberi 

nama atau imej 

kandidat. 

Pakaian, 

sembako, pernik, 

dan sebagainya 

3 Pelayanan dan 

Aktivitas 

(Service and 

Actvities) 

Dukungan dana 

membiayai aktifitas 

dan pelayanan untuk 

pemilih 

Membiayai 

even menarik. 

Penyelenggara 

pertandingan 

olahraga, 

medical check-

up dan 

pelayanan 

kesehatan secara 

gratis, dan 

penyediaan 

asuransi 
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4 Barang-Barang 

Kelompok (Club 

Goods) 

Praktik patronase yang 

menyediakan barang-

barang secara 

kelompok agar lebih 

bermanfaat bersama 

bagi kelompok sosial 

tertentu ketimbang 

bagi keuntungan 

individual 

Mengajak 

kelompok 

tertentu dengan 

memberikan 

bantuan 

Donasi untuk 

asosiasiasosiasi 

atau komunitas 

yang berada di 

perkotaan, 

pedesaan dan 

lingkungan lain. 

5 Proyek-Proyek 

Gentong Babi 

(Pork Barrel 

Project) 

kegiatan yang didanai 

oleh dana publik 

ditujukan kepada 

publik berupa 

programprogram atau 

proyek-proyek 

Proyek-proyek 

infrastruktur 

yang berskala 

kecil. 

Membangun 

jembatan, 

membangun 

jalan, 

memperbaiki 

jembatan 

Sumber: (Aspinall & Sukmajati, 2016) 

 

Tabel diatas menggambarkan bentuk barang dan jasa yang disebarkan dalam 

patronase. Diantaranya berupa pemberian amplop berisi uang, peluang dalam pekerjaan 

atau jabatan dalam suatu pemerintahan, kontrak berupa proyek dan lainnya, hal ini telah 

disesuaikan dengan kebutuhan wilayah yang ditargetkan. Pembagian keuntungan dan 

praktik korupsi memiliki perbedaan yang perlu dijelaskan. Menurut KPU eksploitasi 

terhadap calon kandidat bisa saja dapat terjadi. Karena itu perlu adanya penjelasan tentang 

perbedaan antara praktik korupsi dan pembagian keuntungan. Tabel di atas memberikan 

gambaran tentang jenis keuntungan yang dapat diberikan kepada individu atau kelompok, 

terlepas dari hal itu termasuk kedalam unsur suap, korupsi, atau penyalahgunaan 

kekuasaan, namun jika dilihat dari bentuk yang dibagikan hal tersebut telah membangun 

hubungan patronase. Pemberian pribadi atau individual gifts biasanya berupa barang-

barang murah akan tetapi dapat bersifat mengikat. Namun hal ini hanya menimbulkan efek 

dengan intensitas lemah. Sedangkan, pemberian berupa dana pada suatu acar atau event 

memiliki ikatan yang lebih kuat. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM DESA KAREO KECAMATAN JAWILAN 

A. Sejarah Desa Kareo 

Sejarah Desa Kareo dimulai tahun 1975, Pada saat itu Desa Kareo masih 

termasuk ke dalam zona pemerintahan Kecamatan Kopo Kabupaten Serang. 

Penamaan Desa Kareo bermula dari hasil rembukan tokoh masyarakat Desa Kareo, 

pada saat itu diadakan semacam rembukan sejumlah Kokolot Lembur (Sesepuh, 

Tokoh Masyarakat) yang memiliki gagasan serta keinginan membentuk desa, 

gagasan itu pun disambut antusias oleh sebagian masyarakat setempat. Hingga 

pada akhirnya gagasan tersebut diwujudkan dengan membentuk sebuah desa. 

Nama Desa Kareo diambil karena pada saat itu yang dijadikan tempat untuk 

musyawarah tersebut berada di Kampung Kareo sehingga disepakatilah bahwa 

desa tersebut akan diberi nama sebagai Desa Kareo (Arsip Pemerintah Desa Kareo; 

2021) 

Pada tanggal 26 Mei Tahun 1999 Desa Kareo yang sebelumnya ada di 

Kecamatan Kopo Kabupaten Serang dipindahkan ke Kecamatan Jawilan 

Kabupaten Serang yang pada saat itu mengalami pemekaran dan menetapkan 

bahwa Desa Kareo menjadi wilayah administratif Kecamatan Jawilan. 

Perkembangan wilayah Kecamatan Jawilan memberi pengaruh pada 

perkembangan Desa Kareo untuk semakin berkembang dengan segala potensi 

yang telah dimilikinya, Desa Kareo mulai berkembang dengan memanfaatkan 

potensi yang dimilikinya. Desa Kareo merupakan desa yang memiliki lokasi 

strategis di sepanjang jalan Kabupaten yang menghubungkan pusat pemerintahan 

kabupaten dan pusat pemerintahan kecamatan. 

Sepanjang jalan raya Kabupaten Serang merupakan tempat kegiatan sosial 

dan ekonomi masyarakat Desa Kareo berlangsung, letak Desa Kareo yang cukup 

strategis menjadikan Desa Kareo memiliki banyak kegiatan industri dan 

perdagangan oleh sebab itu, mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Kareo 

merupakan buruh dan pedagang. Banyaknya pabrik industri yang di dirikan di 

wilayah desa kareo menjadi lapangan kerja baru untuk masyarakat Desa Kareo 

sehingga masyarakat sekitar banyak yang bergantung pada kegiatan industry ada 

di wilayah Desa Kareo. 

Sejak berdirinya Desa Kareo, telah tercatat sudah mengalami beberapa kali 

pergantian kepemimpinan Kepala Desa. Adapun pencatatan tersebut baru dapat 

terlacak sejak tahun 1982 yang pada waktu itu Desa Kareo masih menjadi bagian 
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dari wilayah administratif Kecamatan Kopo. Tabel berikut merupakan daftar 

Kepala Desa yang pernah memimpin Desa Kareo ini yang tercatat sejak tahun 1982 

saat masih berada dalam wilayah administratif kecamatan kopo sampai tahun 

sekarang yang secara administratif sudah masuk kedalam wilayah kecamatan 

Jawilan: 

Tabel 2 

Daftar Kepala Desa Kareo yang pernah menjabat hingga sekarang 

NO NAMA PERIODE KETERANGAN 

1 Abdul Sukur 1982 - 1985 Menjabat selama 3 

tahun 

2 Sanudin 1985 – 1991 Menjabat selama 6 

tahun 

3 M. Suparta 1991 – 1999 Menjabat selama 8 

tahun 

4 Santibi 1999 – 2008 Menjabat selama 9 

tahun 

5 Rusjaya 2008 – 2014 Menjabat selam 6 

tahun 

6 Wija, S.Pd, M.Si 2014 – 14 Agustus 2015 Pejabat Sementara 

7 Santibi, S.H 2015 – 2021 Menjabat selama 6 

tahun 

8 Rusjani 2022 – 2027  Kepala Desa saat ini 

(Sumber : Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Kareo  

serta Instansi terkait) 

 

Abdul Sukur adalah Kepala Desa pertama di Desa Kareo menjabat selama 

3 tahun di mulai dari tahun 1982 sampai 1985. Selanjutnya kepemimpinan Abdul 

Sukur digantikan oleh Sanudin. Ia memimpin Desa Kareo selama 6 tahun dari 

tahun 1985 sampai 1991. Pada tahun 1991 kepemimpinan Sanudin digantikan oleh 

M. Suparta yang kemudian menjabat sebagai Kepala Desa Kareo selama 8 tahun 

sampai akhirnya digantikan oleh Santibi yang merupakan Kepala Desa Kareo yang 

menjabat dari mulai tahun 1999 sampai 2008. Kepemimpinan Desa Kareo 

selanjutnya di serahkan kepada Rusjaya yang menjabat selama satu Priode atau 6 

(tahun). Kepemimpinan Rusjaya berakhir pada tahun 2014 dan digantikan oleh 
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Wija selaku Kepala Desa sementara dikarenakan pada saat itu ada kekosongan 

kekuasaan karena masa jabatan Rusjaya sudah habis dan masih butuh satu tahun 

untuk melaksanakan pilkades serentak. Pada priode selanjutnya Santibi kembali 

mencalonkan diri sebagai Desa Kareo dan menang sehingga ia kembali menjabat 

sebagai Kepala Desa Kereo semala satu periode. Di pilkades selanjutnya Rusjani 

yang berhasil menjadi Kepala Desa Kareo, ia menjabat dari tahun 2022 hingga 

sekarang. 

B. Demografi 

Desa Kareo merupakan berada dalam wilayah Kecamatan Jawilan, berada 

di bagian timur Kabupaten Serang, dengan luas wilayah ± 356 Ha. Sebagian besar 

mata pencaharian penduduk di Desa Kareo Kecamatan Jawilan adalah sebagai 

pedagang, petani tradisional, dan pekerja harian lepas atau buruh. Petani di wilayah 

ini hanya menggantungkan diri pada pertanian tadah hujan karena tidak ada sistem 

irigasi permanen. 

Sebagian besar penduduk di Desa Kareo, Kecamatan Jawilan merupakan 

pedagang, petani tradisional dan buruh harian lepas. Petani di Desa Kareo hanya 

bergantung pada sawah tadah Hujan karena tidak ada irigasi permanen 

(Herjayanto, Muh., 2021). Secara demografis Desa Kareo berbatasan langsung 

dengan;  

- Sebelah Utara  : Desa Gabus 

- Sebelah selatan  : Desa Majasari 

- Sebelah Barat  : Desa Babakan Jaya 

- Sebelah Timur  : Desa Junti 

Luas Wilayah Desa Kareo 356 Ha yang terdiri dari pemukiman penduduk, 

lahan pertanian, perkebunan, perkantoran, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan 

Kawasan industri, berikut ini tabel peruntukan dan penggunaan lahan di Desa 

Kareo; 

Tabel 3 

Penggunaan Lahan di Desa Kareo 

 

No Jenis Penggunaan Tanah Luas 

1 Permukiman 144 ha 

2 Pertanian 48,4 ha 
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3 Perkebunan 19 ha 

4 Perkantoran 500 m2 

5 Fasilitas Umum 2 ha 

6 Fasilitas sosial 3,2 ha 

7 Industri 168,6 ha 

 (Sumber : arsip pemerintah Desa Kareo tahun 2021/2022) 

 

Sebagian besar lahan di Desa Kareo dimanfaatkan untuk lahan industri, 

hal ini menjadikan Desa Kareo ke dalam salah satu kawasan aneka industri di 

kabupaten serang. Peruntukan lahan terbesar kedua adalah untuk permukiman atau 

tempat tinggal penduduk, yang ketiga untuk pertanian dan yang keempat untuk 

perkebunan. Untuk fasilitas sosial seperti sarana agama, tempat ibadah dan Tempat 

pemakaman umum 3,2 ha, untuk fasilitas umum 2 ha. Untuk perkantoran 500 m2. 

1. Orbitasi (Jarak tempuh dari pusat pemerintahan) 

Jarak tempuh Desa Kareo dengan pusat pemerintahan tergolong cukup 

strategis ditambah letak Desa Kareo yang berada di sepanjang jalan Kabupaten 

memudahkan masyarakat untuk menuju pusat pemerintahan karena dapat di akses 

dengan transportasi umum. Orbitasi Desa Kareo terhadap pusat pemerintahan 

sebagai berikut: 

Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat    :  3   km 

Jarak dari pusat pemerintahan Kota Administratif :  42  km 

Jarak ke ibu kota kabupaten     :  42  km 

Jarak dari Ibu Kota Provinsi     :  41 km 

Jarak dari Ibu Kota Negara    : 90 km 

2. Jumlah dan kepadatan Penduduk 

Penduduk ialah individu maupun kelompok yang menempati dan tinggal 

disuatu daerah atau wilayah pada kurun waktu tertentu. Pengertian penduduk 

menurut Undang-Undang No 10  Tahun 1992 tentang perkembangan 

kependudukan keluarga sejahtera ialah “orang dalam matranya sebagai pribadi, 

anggota keluarga, anggota masyarakat, warga Negara, dan himpunan kuantitas 

yang bertempat tinggal di suatu wilayah dalam batas wilayah Negara pada waktu 
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tertentu”. Jumlah penduduk yang tinggal di suatu daerah akan terus mengalami 

fluktuasi atau perubahan. Ini dipengaruhi oleh faktor-faktor demografis seperti 

fertilitas (angka kelahiran), mortalitas (angka kematian), dan migrasi 

(perpindahan). 

Jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah berhubungan erat dengan 

tingkat kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk dapat dibagi menjadi tiga 

kategori, yaitu kepadatan penduduk umum, kepadatan penduduk pedesaan, dan 

kepadatan penduduk perkotaan. Kepadatan penduduk di Desa Kareo dapat dihitung 

menggunakan rumus sebagai berikut; 

 Kepadatan Penduduk    = jumlah penduduk/luas wilayah 

 Kepadatan Penduduk Desa Kareo = 4915/855.5 

= 5756 jiwa/ Km2 

Maka kepadatan penduduk di Desa Kareo adalah 5756 (lima ribu tujuh 

ratus lima puluh enam) jiwa per kilometer persegi. 

3. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin 

Mengacu pada sensus penduduk dari pemerintahan Desa Kareo tahun 

2020, Desa Kareo terdiri dari 1817 (Seribu delapan ratus tujuh belas) kepala 

keluarga, dengan jumlah penduduk mencapai 4915 (emat ribu lima belas) jiwa. 

Terdiri dari 2489 (dua ribu empat ratus delapan puluh Sembilan) jiwa laki-laki dan 

2426 (dua ribu empat ratus dua puluh enam) jiwa perempuan. Jika digambarkan 

dalam bentuk tabel berikut; 

Tabel 4 

Jumlah Penduduk  berdasarkan Janis kelamin Desa Kareo 

 

NO Jenis Penduduk Jumlah 

1 Laki-laki 2489 Jiwa 

2 Perempuan 2426 Jiwa 

Total 4915 Jiwa 

(Sumber: Sensu penduduk desa Kareo 2020) 

 

Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin memainkan peran kunci 

dalam pembagian kerja yang efisien dan memiliki dampak pada potensi 

pertumbuhan penduduk di masa depan. Perbandingan antara jumlah penduduk 
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laki-laki dan penduduk perempuan di Desa Kareo, Kecamatan Jawilan dapat dilihat 

dari hasil perhitungan Rasio Jenis Kelamin (sex ratio). Hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa rasio jenis kelamin di Desa Kareo adalah 100, yang berarti 

bahwa untuk setiap 100 perempuan, terdapat 100 laki-laki. Dengan kata lain, 

perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan hampir sama. Komposisi penduduk 

ini memiliki dampak signifikan pada produktivitas dan memiliki implikasi 

terhadap kemungkinan pertumbuhan penduduk di masa depan. 

4. Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan merupakan aspek penting yang dapat menunjang 

kehidupan sosial masyarakat Desa Kareo, tingkat Pendidikan dapat sangat 

berpengaruh terhadap kesejahteraan desa. Kemampuan masyarakat di suatu desa 

akan meningkat seiring dengan tingkat pendidikan yang tinggi di desa tersebut. 

Semakin tinggi tingkat Pendidikan di suatu desa maka akan berpengaruh pula pada 

tingkat kecakapan masyarakat desa, kecakapan akan mendorong dan 

memunculkan keterampilan kewirausahaan yang nantinya akan berpengaruh juga 

terhadap pembukaan lapangan pekerjaan baru dan otomatis juga akan membantu 

pemerintah untuk mengatasi jumlah pengangguran dan meningkatkan 

kesejahteraan.  

Pendidikan memiliki dampak yang signifikan pada kualitas sumber daya 

manusia, pola berpikir, dan perilaku individu. Oleh karena itu, pendidikan 

diarahkan untuk menciptakan individu yang berkualitas dan mampu bersaing 

dalam kehidupan. Sayangnya, tingkat pendidikan di Desa Kareo masih berada di 

bawah rata-rata, seperti yang terlihat dalam tabel tingkat pendidikan di Desa Kareo 

berikut. 

Tabel 3 

Tingkat Pendidikan di Desa Kareo 

 

No Tingkat Pendidikan Jumah 

1 SD/ MI  2.050   Orang 

2 SLTP/ MTs 1.237   Orang 

3 SLTA/ MA 827      Orang 

4 S1/ Diploma 72        Orang 

5 Putus Sekolah  739     Orang 

(sumber: data profil Desa Kareo 2020/2021) 
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Dari data di atas menujukan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Kareo 

hanya lulusan Sekolah Dasar sederajat sebanyak 2050 orang, di susul terbanyak 

kedua adalah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau SMP 

sederajat sebanyak 1237 orang. Sedangkan lulusan Sekolah Menengah Atas 

(SMA) sederajat sebanyak 827 Orang, putus sekolah sebanyak 739 orang dan 

lulusan Sarjana hanya 72 orang. Secara keseluruhan tingkat pendidikan di Desa 

Kareo masih tergolong rendah.  

5. Kondisi Ekonomi 

Kondisi Ekonomi masyarakat Desa Kareo meski lambat tetapi perlahan-

lahan mengalami peningkatan, semenjak banyak pabrik industri di wilayah desa 

Kareo perlahan-lahan dapat mengurangi tingkat pengangguran. Meski jumlah 

pengangguran masih terbilang tinggi namun dengan adanya pabrik industri yang 

di dirikan di wilayah Desa Kareo diharapkan dapat membantu perekonomian 

masyarakat. Berikut ini tabel mata pencaharian masyarakat Kareo; 

Tabel 4 

Kondisi Ekonomi  dan mata pencaharian masyarakat Desa Kareo 

NO JENIS PEKERJAAN L P L+P 

1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.720 1.639 3.359 

2 PENSIUNAN 1 1 2 

3 PNS 15 7 22 

4 TNI 4 0 4 

5 POLRI 4 0 4 

6 PERDAGANGAN 20 7 27 

7 PETANI/PERKEBUNAN 84 0 84 

8 PETERNAK 0 0 0 

9 BURUH HARIAN LEPAS 614 650 1.264 

10 BURUH TANI/PERKEBUNAN 87 69 156 

(Sumber: Arsip data statistic Desa Kareo) 

 

Mata pencaharian masyarakat Desa Kareo ada dalam beberapa sektor, 

diantaranya sektor industri, sektor pertanian dan sektor jasa. Hal ini dipengaruhi 
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oleh potensi wilayah dan potensi manusia yang dimiliki oleh Desa Kareo untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Dilihat dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 

mayoritas penduduk Desa Kareo memiliki mata pencaharian sebagai karyawan 

atau buruh pabrik sebanyak 1.264 orang. Ini disebabkan oleh adanya industri-

industri besar di wilayah Desa Kareo yang memberikan lapangan kerja bagi 

penduduk setempat. 

C. Hak Asal Usul Desa 

Dalam pemerintahan otonomi ini, Pemerintah Desa ikut menjalankan 

prinsip otonomi dengan mencari potensi yang ada di desa. Namun, upaya ini belum 

memenuhi ekspektasi Pemerintah Desa Kareo karena terkendala oleh keterbatasan 

pendanaan, sumber daya manusia, pendapatan masyarakat desa, dan pendapatan 

asli Desa Kareo yang masih sangat bergantung pada dana dari kas desa. 

Program pembangunan desa disusun berdasarkan usulan dari tingkat RT 

yang kemudian dibahas dalam Musyawarah Desa atau Musrembang. Seluruh 

program dan kegiatan ini dicatat dan dijadikan Bank Data Kegiatan Pembangunan, 

sebagaimana yang terlampir dalam lampiran jenis kegiatan pembangunan desa. 

Aktifitas pembangunan di Desa Kareo masih seputar pembangunan fisik 

seperti sarana dan prasarana yang mengacu pada Dokumen Musrembangdes. 

Pemeirntah Desa menampung dan menjembatani semua usulan dalam kegiatan 

musyawarah desa, kemudian usulan tersebut dimasukkan kedalam Agenda 

Pembangunan, dan dilaksanakan sesuai dengan keuangan yang dimiliki desa. 

Setelah semua kegiatan infrastruktur di Desa berhasil diselesaikan, barulah 

kegiatan non-fisik akan dilaksanakan (tertuang dalam Dokumen Musrembangdes). 

Semua kegiatan dan program ini dapat berhasil apabila mendapatkan bantuan dan 

dukungan dari berbagai pihak khususnya Pemerintah Kabupaten Serang, instansi-

instansi terkait yang ada serta dukungan dari masyarakat, 

Keberhasilan pembangunan di Desa sangat tergantung pada partisipasi 

aktif masyarakat, baik melalui sumbangan sukarela maupun dukungan finansial, 

dan belum bisa dianggap berhasil jika pembangunannya hanya bergantung pada 

sumbangan sukarela. Intinya, kerja sama, saling pengertian, kepercayaan, dan rasa 

kepemilikan bersama sangat penting. Di desa Kareo tingkat pencapaian 

pembangunannya masih banyak bergantung dan mengandalkan Bantuan 

Pemerintah Daerah. 
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D. Visi dan Misi 

1. VISI 

Visi merupakan pandangan mengenai kondisi yang diharapkan di masa 

depan, dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi 

Desa Kareo dilakukan melalui pendekatan partisipasi yang melibatkan berbagai 

pihak yang memiliki kepentingan di Desa Kareo, termasuk pemerintah desa, BPD, 

tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa, dan penduduk desa 

secara umum. Selain itu, pertimbangan juga diberikan terhadap kondisi eksternal 

di desa, seperti unit kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Berdasarkan 

pertimbangan inilah maka diperoleh visi Desa Kareo sebagai berikut : 

 

“Bersama-Sama Meningkatkan Pembagunan Untuk Kemajuan Dan 

Perubahan Desa Kareo Menjadi Lebih Baik”  

 

Makna yang terkandung : 

Bersama-sama : Seluruh lapisan Masyarakat Desa Kareo tanpa terkecuali 

Pembangunan : Berusaha meningkatkan nilai Desa Kareo baik dalam fasilitas, 

sarana dan prasarana maupun dari segi Sumber Daya Manusia. 

Kemajuan : Menjadikan Desa Kareo lebih baik yang berkembang dan 

mandiri 

Desa : Suatu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensinya 

dalam sistem pemerintahan di wilayah Desa Kareo 

2. MISI 

Selain menentukan Visi, juga telah disusun serangkaian Misi yang 

berkaitan dengan tindakan yang harus dijalankan oleh Desa Kareo guna mencapai 

Visi tersebut. Visi merupakan tujuan utama yang memberikan dasar bagi 

pembuatan Misi. Agar Visi dapat tercapai maka kemudian diuraikan ke dalam 

serangkaian Misi supaya dapat diimplementasikan dan dijalankan. Seperti 

penyusunan Visi, penyusunan Misi juga melibatkan partisipasi berbagai pihak dan 

mempertimbangkan potensi dan kebutuhan Desa Kareo. Sebagaimana proses yang 

dilakukan maka Misi Desa Kareo ialah sebagai berikut : 

1) Menjadikan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, jujur dan 

berwibawa serta pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dengan 

mengedepankan musyawarah dan mufakat; 
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2) Melanjutkan pemerataan pembangunan desa (insfratuktur) dengan 

semangat meningkatkan kualitas pembangunan dari yang kurang baik 

menjadi lebih baik serta mengutamakan skala prioritas; 

3) Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh Perangkat Desa 

untuk mengutamakan dalam melayani kepentingan dan kebutuhan 

Masyarakat Desa Kareo; 

4) Mengujudkan dan memaksimalkan sarana dan prasarana lapangan 

olahraga serta transportasi umum untuk kepentingan Masyarakat Desa 

Kareo terutama dalam bidang kesehatan (Mobil Ambulance); 

5) Mengujudkan perekonomian demi kesejahteraan warga masyarakat Desa 

Kareo dengan pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) 

serta pendirian koperasi dengan pinjaman dana lunak; 

6) Meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan kesehatan masyarakat 

untuk lanjut usia, ibu hamil baik lewat kegiatan posyandu maupun 

kegiatan kesehatan lainnya; 

7) Menciptakan kondisi masyarakat yang cerdas terutama dalam bidang 

pendidikan, serta menjadi daerah yang aman, tertib serta guyub rukun 

dalam kehidupan. 

E. Pemerintahan Desa Kareo 

1. Struktur organisasi pemerintahan desa 

Struktur organisasi adalah representasi visual yang menggambarkan tipe 

organisasi, pembagian departemen, posisi, tingkat wewenang pejabat, area 

tanggung jawab, hubungan kerja, hierarki, dan sistem kepemimpinan organisasi. 

Struktur organisasi ini mencakup pengelompokan tugas-tugas ke dalam berbagai 

fungsi yang ada. 

Struktur organisasi dapat diilustrasikan melalui bentuk skema organisasi 

atau organigram, yang merupakan representasi grafis yang menggambarkan 

hubungan organisatoris dalam organisasi, baik secara vertikal maupun horizontal, 

baik antar unit maupun antar individu. Dengan kata lain, organigram memberikan 

gambaran tentang komposisi personalia, yaitu bagaimana individu ditempatkan 

pada berbagai posisi dalam organisasi. Ini mencakup informasi tentang siapa yang 

menduduki posisi kepemimpinan dan kepada siapa tugas, wewenang, tanggung 

jawab, dan posisi tertentu diberikan (Nurlia, 2019).  

Struktur organisasi pemerintahan berguna untuk memberikan informasi 

dan pengetahuan menganai jabatan dan pembagian tugas aparat atau perangkat 
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desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Berikut gambaran yang lebih 

jelas mengenai struktur pemerintahan desa Kareo priode 2021-2027; 

 

Gambar 1 

Strukutur Pemerintahan Desa Kareo 

 

Seperti yang telah dipaparkan diatas, pemerintah desa Kareo dijalankan dan 

dilaksanakan oleh seperangkat aparatur desa yang bersama sama dalam wilayah desa 

Kareo mengurusi segala keperluan dan kepentingan masyarakat desa kareo. 

Pemerintah desa atau disebut juga aparatur desa merupakan Kepala Desa dan dibantu 

oleh skretaris dan juga perangkat desa lainnya. 

2. Tugas dan wewenang Pemerintahan Desa 

Sesuai dengan ketentuan, Berikut diterangkan tugas dan wewenang 

Kepala Desa dan Perangkat Desa : 

a) Kepala Desa 

Kepala Desa memiliki tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan 

urusan pemerintahan desa, pembangunan serta kemasyarakatan desa. 

Menyelenggarakan tugas umum dan melaksanakan tugas pembantuan dari 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten juga 

merupakan tugas dan wewenang Kepala Desa. 

b) Sekertaris Desa 

Tugas dan wewenang Sekretaris desa ialah melaksanakan administrasi 

Pelayanan Teknis Administrasi Kepada seluruh satuan Organisasi pemerintah 
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desa. Sekretariat desa dikomandoi oleh satu orang sekretaris desa dan dibantu 

oleh staf sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) urusan sesuai kebutuhan 

pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa. Di desa Kareo 3 

(tiga) urusan yang dimaksud yaitu Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur 

Perencanaan, dan Kaur Keuangan. Dimana masing-masing bidang atau kaur 

dipimpin oleh seorang kepala urusan yang bertugas membantu sekretaris desa 

sesuai dengan tugasnya masing-masing. Sekretariat desa terbagi atas 3 (tiga) 

urusan yakni; 

1) Kaur Umum dan Tata Usaha 

Mengumpulkan administrasi kepegawaian, mengurus tata 

usaha desa, menyelenggarakan rapat-rapat, surat menyurat, 

mengurus kearsipan, penyajian data, kepustakaan serta 

dokumentasi merupakan tugas dan wewenang dari Kaur Umum 

dan Tata Usaha. 

2) Kaur Perencanaan 

Sebagian tugasnya adalah membuat Rencana 

Pembangunan dalam Jangka Menengah, membuat rancanngan 

Kerja Pemerintah Desa setiap tahun dan membuat Perencanaan 

pembangunan serta membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) 

untuk APBDes setiap tahun.  

3) Kaur Keuangan 

Tugasa dan wewenang Kaur Keuangan Sebagian besar 

berkaitan dengan pengelolaan administrasi keuangan desa, 

termasuk merancang anggaran, mencatat transaksi keuangan, 

menyusun laporan serta bertanggung jawab dalam mengelola 

keuangan desa. Selain itu, kaur keuangan juga membantu dalam 

proses pemungutan dan penyerahan Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) kepada pemerintah. 

c) Kasi Pemerintahan 

Tanggung jawab dan kewenangan dari Kasi Pemerintahan mencakup 

penyusunan program kegiatan, mengoordinasikan, serta mengumpulkan 

arahan dari Kepala Desa dan mendistribusikan tugas-tugas tersebut kepada 

masyarakat. 

d) Kasi Kesejahteraan 

Kewenangan dan tugas Kasi Kesejahteraan melibatkan koordinasi 

pelaksanaan tugas di dalam unit kerja, serta koordinasi antara unit kerja dengan 
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lembaga kemasyarakatan yang terkait, baik dalam kerangka formal maupun 

informal, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. 

e) Kasi Pelayanan 

Tanggung jawab dan kewenangannya melibatkan pengumpulan, 

pengelolaan, dan evaluasi data pelaporan dalam berbagai aspek seperti 

ekonomi, pembangunan, serta penyelenggaraan pembinaan di bidang 

keagamaan, kesehatan keluarga berencana, dan pendidikan masyarakat desa. 

3. Nama-nama anggota BPD 

Ketua  : Muslih, S.Pd 

Wakil Ketua : Sutrisno, S.Pd 

Sekretaris  : Acih Suarsih, SE 

Anggota  : 1. Dewi Wulandari, MM 

     2. Ugan 

     3. Mahdi 

     4. Sukari 

     5. Mahali 

     6. Asmanan 

4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintahan Desa 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintahan Desa adalah dua 

entitas terpisah dalam struktur pemerintahan desa. BPD merupakan lembaga 

perwakilan masyarakat yang berperan dalam musyawarah untuk membahas dan 

menyepakati hal-hal strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta 

menyiapkan kebijakan bersama Kepala Desa. Sementara Pemerintahan Desa 

dipimpin oleh Kepala Desa, yang bertanggung jawab untuk menjalankan 

pemerintahan desa sehari-hari. BPD berperan sebagai lembaga perwakilan 

masyarakat yang mengawasi kinerja Kepala Desa dan membantu dalam 

pengambilan keputusan strategis di desa. Mereka memiliki peran yang lebih fokus 

pada aspek perwakilan dan pengawasan. Sementara Pemerintahan Desa, yang 

dipimpin oleh Kepala Desa, lebih berfokus pada pelaksanaan program dan 

kebijakan yang telah disepakati bersama dengan BPD.  

Pola hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) adalah kemitraan, konsultatif, dan koordinatif. Dalam kemitraan, 

Kepala Desa dan BPD bekerja sama dalam menjalankan pemerintahan desa, 

termasuk dalam pengambilan keputusan terkait peraturan desa, anggaran desa, dan 

pelaporan pelaksanaan pemerintahan desa. Dalam konteks konsultatif, Kepala 
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Desa dan BPD berkonsultasi dalam hal-hal tertentu seperti pembentukan lembaga 

kemasyarakatan desa, pengangkatan perangkat desa, dan perayaan hari-hari besar. 

Dalam hal koordinasi, Kepala Desa dan BPD berkoordinasi dalam pelaksanaan 

kegiatan dan program yang diberikan oleh pemerintah, seperti program bantuan 

sosial, untuk memastikan pelaksanaan yang lancar dan terawasi. 

Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya terutama dibidang 

pembangunan dan pelayanan masyarakat harus mempertimbangkan masukan serta 

saran dari BPD dan masyarakat Desa. Supaya dapat membangun pemerintahan 

yang demokratis kedua belah pihak yaitu Kepala Desa dan BPD harus bersinergi 

dengan baik dan memiliki pikiran yang sejalan. Kemitraan, konsultasi, koordinasi, 

keharmonisan dan sinergi tas antara Kepala Desa dan BPD dapat menjadi kunci 

terciptanya keamanan dan keharmonisan dalam penyelenggaraan pemerintahan 

desa sehingga nantinya kebijakan, kegiatan maupun program pemerintahan Desa 

yang di hasilkan dapat di pertanggung jawabkan secara bersama. 

Pola kemitraan Kepala Desa dan BPD dalam konteks pembuatan Peraturan 

Desa, dan Rancangan Peraturan Desa baik yang berasal dari Kepala Desa maupun 

yang diusulkan oleh BPD harus di musyawarahkan bersama, dan kemudian 

ditetapkan oleh Kepala Desa atas persetujuan bersama dengan BPD untuk menjadi 

Peraturan Desa. Namun, sebelum keputusan akhir disetujui bersama, harus terlebih 

dahulu meminta persetujuan dari masyarakat desa melalui musyawarah desa yang 

secara khusus diselenggarakan untuk membahas hal ini.  

Pola hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa 

dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, masyarakat 

dapat diajukan melalui Kepala Dusun atau Anggota BPD. Masyarakat dapat 

mengajukan aspirasinya melalui Kepala Dusun atau anggota BPD. Jika aspirasi 

disampaikan melalui Kepala Dusun, maka akan diteruskan ke Kepala Desa untuk 

kemudian dibahas dan diputuskan bersama BPD sebelum dilaksanakan. Sementara 

itu, jika aspirasi diajukan melalui anggota BPD, maka akan diteruskan kepada 

Ketua BPD dan dibahas dalam musyawarah BP, hasil dari musyawarah tersebut 

kemudian akan disampaikan kepada Kepala Desa untuk tindak lanjut. 

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dikatakan bahwa Kepala 

Desa memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala 

Desa memimpin seluruh proses pemerintahan desa, berperan sebagai penghubung 

negara yang berada dekat dengan masyarakat, serta berfungsi sebagai pemimpin 

masyarakat itu sendiri. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah 

lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi pemerintahan, terutama 
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dalam mengadakan musyawarah desa untuk membahas dan menyetujui masalah-

masalah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan bersama-sama 

dengan Kepala Desa, mereka merumuskan kebijakan pemerintahan desa 

(Purnomo, 2020). 
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BAB IV 

DINAMIKA POLITIK DALAM P ENGISIAN PERANGKAT DESA KAREO 

KECAMATAN JAWILAN 

Pengisian perangkat di desa Kareo berpatokan kepada peraturan Bupati Kabupaten 

Serang nomor 10 tahun 2019 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat 

desa, dalam pengisian perangkat desa ada dua faktor utama yang harus diperhatikan yakni 

perekrutan atau pengangkatan perangkat desa dan pemberhentian perangkat desa. 

Pengangkatan Perangkat desa adalah kegiatan penjaringan dan penyaringan calon 

Perangkat Desa hingga resmi dilantik menjadi perangkat desa. Pemberhentian adalah 

kegiatan yang berhubungan dengan berakhirnya hubungan kerja yang dilaksanakan kepala 

desa terhadap perangkat desa. 

A. Pengangkatan Perangkat desa Kareo Kecamatan Jawilan 

Di era otonomi daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan penuh 

mengatur pemerintahannya sendiri. Dinamika pemerintahan yang semakin kompleks 

dan maju, perangkat desa dituntut untuk mampu bekerja optimal ke arah yang lebih 

baik, sehingga kinerja perangkat desa dapat dipertanggungjawabkan (Ardinata, 2017). 

Oleh karena itu penting untuk menjalankan mekanisme perekrutan atau pengangkatan 

perangkat desa dengan baik. Mekanisme pengangkatan perangkat desa di Desa Kareo 

sesuai dengan apa yang tertera di Peraturan Bupati Kabupaten Serang nomor 10 tahun 

2019 seperti yang di utarakan Pikih selaku perangkat Desa Kareo sekaligus salah satu 

panitia tim seleksi perangkat desa tahun 2022; 

 

“Ketika ada kekosongan desa dituntun untuk mengisi kekosongan 

sementara dengan mengangkat perangkat desa yang ada menjadi 

pelaksana tugas, dan membentuk tim seleksi pengisian perangkat desa 

yang mengacu pada peraturan bupati serang nomor 10 tahun 2019 

tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. 

Tugas tim seleksi diantaranya untuk merencanakan, 

menyelenggarakan dan menjadwalkan pelaksanaan seleksi calon 

perangkat desa”. 

 

Mekanisme pengangkatan perangkat desa dimulai semenjak ada kekosongan 

jabatan perangkat desa, Ketika ada kekosongan maka kepala desa di tuntut untuk 

membentuk tim seleksi yang bertugas untuk melaksanakan pengisian perangkat desa. 

Sementara itu, kekosongan perangkat desa sementara akan diisi oleh pelaksana tugas 
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yang berasal dari perangkat desa merakap jabatan dan dipilih oleh kepala desa. 

Pelaksana tugas menjabat sementara sampai perangkat desa yang baru resmi diangkat.  

(Dwiyati, 2023).  Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui tahapan berikut: 

 

Gambar 2 

Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa 

 

PANITIA PESERTA KETERANGAN 

  Kepala Desa membentuk 

panitia atau tim seleksi 

berdasarkan Peraturan 

Bupati Serang Nomor 10 

Tahun 2019 

 

Panitia mengumumkan 

formasi jabatan berserta 

persyaratan yang 

dibutuhkan. Masyarakat 

yang berminat dapat 

mengajukan pendaftaran 

dengan menyerahkan 

persyaratan 

 

Panitia melakukan proses 

penjaringan dengan 

meyortir semua dokumen 

persyaratan yang sudah 

diajukan. perserta yang 

lolos sudah bisa ditetapkan 

sebagai bakal calon 

perangkat desa. Jika bakal 

calon melebihi kekosongan 

jabatan yang dibutuhkan 

maka panitia akan 

melakukan tes tertulis dan 

wawancara untuk 

menyeleksi bakal calon 

yang ada namun jika 

jumlahnya sesuai dengan 

dibutuhkan maka bakal 

calon akan langsung 

dilantik dan tidak ada 

seleksi 

 

Bakal calon 

direkomdasikan kepada 

Camat, selanjutnya jika 

camat menyetujui maka 

Bakal calon perangkat 

desa akan dilantik dan 

diangkat menjadi 

perangkat desa. 

Pembentukan Panitian 

Pengumuman/Sosialisai 

kekosoangan jabatan 

Melakukan penjaringan/ 

penyortiran dokumen 

Penyaringan 

Pelantikan 

Selesai 

Lolos  Tidak 

lolos  

Selesai 

Lolos  Tidak lolos  

Selesai 

Melakukan Pendaftaran 

Persyaratan Umum dan 

Adminstrasi 

Bakal Calon Perangkat 

Desa 

Pelantikan 

Selesai 
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1. Tahap persiapan 

Tahap persiapan merupakan tahapan awal dalam pengangkatan 

perangkat desa, tahapan ini berkaitan dengan rencana pengisian kekosongan 

jabatan perangkat desa. Diawali dengan Kepala Desa melaporkan soal 

kekosongan jabatan perangkat desa melalui surat pemberitahuan tertulis 

kepada Camat, lalu membentuk tim seleksi sebagai pelaksana pengangkatan 

calon perangkat desa. Kepala Desa membentuk panitia atau tim seleksi 

berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2019 tentang tata cara 

pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pasal 6 ayat (2) bahwa 

“untuk melaksanakan tahapan pengangkatan perangkat desa, kepala desa 

membentuk tim seleksi yang terdiri dari unsur perangkat desa dan unsur 

Lembaga kemasyarakatan”.  

Tim panitia seleksi pengisian perangkat Desa Kareo pada tahun 2022 

ditunjuk langsung oleh kepala desa yang dimana tim seleksi tersebut terdiri 

dari perangkat desa dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan Badan 

permusyawaratan desa hal ini disampaikan kembali oleh Pikih: 

 

"Pembentukan tim seleksi oleh kepala desa ditunjuk dari 

tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perwakilan perangkat desa, 

dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) selaku pengawas. 

Setelah pembentukan itu (Tim Seleksi) kita menentukan 

jadwal perekrutan, seperti pada umumnya mengacu pada 

pedoman peraturan bupati serang nomor 10 tahun 2019. 

Tugas tim seleksi yang mengatur jadwal dan menentukan apa 

yang menjadi persyaratan untuk calon perangkat desa baru” 

 

Berdasarkan wawancara diatas pembentukan tim seleksi dilakukan 

oleh kepala desa ditunjuk dari perwakilan tokoh masyarakat, perangkat desa 

yang dianggap mumpuni oleh Kepala Desa dan anggota BPD sebagai 

pengawas. Namun berbeda dari yang disampaikan oleh Pikih dalam 

wawancara, jika dilihat dari lampiran Surat keterangan panitia tim seleksi 

rekrutmen perangkat desa kareo, dari nama-nama yang terdaftar menjadi 

panitia tim seleksi tidak ada anggota BPD yang masuk kedalam panitia tim 

seleksi. Padahal dalam wawancara Pikih menyebutkan bahwa ada anggota 

BPD yang ditunjuk menjadi tim seleksi sebagai pengawas dalam pelaksanaan 

proses pengisian perangkat desa. 



43 

 

 

 

 

Table 7 

Panitia Tim Seleksi Rekruitmen perangkat desa kareo 

NO Nama Jabatan Keterangan 

1 H. Naryu SH Ketua Tokoh Masyarakat 

2 Pikih Sekretaris Perangkat Desa 

3 Eneng Sunansi Anggota Perangkat Desa 

4 Suhada Anggota Perangkat Desa 

5 H. Tobri Anggota Tokoh Agama 

(sumber: arsip pemerintahan Desa Kareo) 

 

Dari table arsip pemerintahan desa kareo tersebut dapat dilihat bahwa 

pantia tim seleksi perangkat desa kareo terdiri dari H. Naryu yang merupakan 

tokoh masyarakat yang ditunjuk sebagai ketua panitia seleksi, Pikih yang 

merupakan perangkat desa ditunjuk sebagai sekretaris, Eneng Sunansi dari 

perangkat desa ditujuk sebagai anggota, Suhada dari perangkat desa yang 

ditunjuk sebagai anggota dan H Tobri yang merupakan Kyai atau tokoh agama 

yang ditunjuk sebagai anggota. Tim seleksi bertugas untuk melaksanakan 

pengangkatan perangkat desa, dimulai dari menyusun jadwal, menetukan 

persyaratan bagi bakal calon perangkat desa, memeriksa berkas bakal calon 

yang mendaftar, menentukan soal tertulis dan wawancara, melaksanakan tes 

tertulis dan wawancara, sampai pengangkatan dan pelatikan calon perangkat 

desa. Tim seleksi harus bersikap profesional, objektif dan netral serta 

memperlakukan bakal calon perangkat desa secara adil dan setara. Tim seleksi 

tidak boleh berpihak kepada salah satu atau sekelompok orang yang sesuai 

dengan kepentingannya sendiri. Setelah tim seleksi terbentuk maka tahapan 

selanjutnya adalah tahapan pencalonan perangkat desa.  

 

2. Tahap Pencalonan 

Tahap pencalonan atau tahap penjaringan yaitu tahapan perekrutan 

calon perangkat desa. Dalam rangka penjaringan calon perangkat desa tim 

seleksi mengumumkan secara tertulis dipapan pengumuman kantor desa dan 

tempat-tempat strategis dan mudah diketahui oleh masyarakat desa tentang 

rencana pengisian kekosongan jabatan perangkat desa yang telah ditanda 

tangani oleh ketua tim seleksi. Beberapa poin yang harus tertera dalam 

pengumuman tersebut sekurang kurangnya memuat tentang formasi perangkat 

desa yang kosong yang akan diisi, persyaratan umum dan khusus, ketentuan 
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pendaftaran, waktu dan tempat. Berikut persyaratan calon perangkat desa 

kareo menurut Eneng salah satu perangkat desa kareo: 

 

“Untuk persyaratan umum kita sesuai dengan yang ada di 

Perda (Peraturan daerah), minimal Pendidikan terakhir SMA 

sederajat, tidak narkoba, dan tidak merangkap jabatan. Kalau 

untuk persyaratan khususnya bisa mengoprasikan Komputer, 

sedikit memahami tentang pemerintahan desa seperti 

pelayanan dan lain-lainnyaa sesuai jabatan apa yang kosong” 

 

Persyaratan calon perangkat desa dibagi menjadi dua yaitu persyaratan 

umum dan khusus. Persyaratan umum perangkat desa kareo menurut Eneng 

sesuai dengan Perda Kabupaten Serang nomor 14 tahun 2017 yang diantaranya 

meliputi: 

a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat 

yang dibuktikan dengan ijazah. 

b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) 

tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran;  

c. terdaftar sebagai penduduk desa setempat dan bertempat tinggal di 

desa setempat paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan  

d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi (Fotokopi ijazah 

Pendidikan terakhir, Surat pernyataan bukan sebagai pengurus atau 

anggota partai, Surat pernyataan bukan sebagai karyawan atau 

pegawai /karyawan baik pada instansi pemerintahan atau swasta, Akta 

kelahiran, Surat catatan kepolisian, dan Daftar Riwayat hidup). 

Sedangkan untuk persyaratan khusus bagi calon perangkat desa kareo 

adalah dapat mengoprasikan komputer, sedikit memahami tentang 

pemerintahan desa seperti pelayanan dan lain-lainnyaa sesuai jabatan apa yang 

kosong. Bagi pelaksana kewilayahan minimal dapat mengenal wilayah 

dusunnya dan dikenal oleh masyarakat di dusun setempat dan memiliki surat 

keterangan dari ketua RT dan RW di wilayah dusun tersebut bahwa mereka 

mengenal calon yang bersangkutan. Bagi pelaksana teknis mempunyai 

keahlian di bidang tugasnya.  

Pendaftaran calon perangkat desa dilaksanakan dalam waktu satu 

minggu (tujuh hari), jika dalam kurun waktu tersebut belum ada yang 

mendaftar maka tim seleksi dapat memperpanjang waktu pendaftaran kembali 
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selama 7 (tujuh) hari kerja. Jika dalam waktu perpanjangan masih belum ada 

calon perangkat desa yang mendaftar Tim seleksi akan membuat laporan 

tertulis kepada kepala desa sehingga kepala desa dapat menerbitkan keputusan 

penundaan pelaksanaan penjaringan bakal calon perangkat desa dan 

melakukan proses penjaringan ulang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah 

penundaan ditetapkan. Proses sosialisasi untuk pengumuman kekosongan 

jabatan perangkat desa di Desa Kareo sendiri melalui papan pengumuman 

yang ada di balai desa dan melalui selebaran poster yang ditempel di beberapa 

titik yang dianggap strategis selama 7 (tujuh) hari. Hal ini disampaikan oleh 

Pikih 

 

“Sosialisasi pertama ada dijadwal kita sebar poster berisi 

bahwa pemerintahan Desa Kareo pada masa jabatan yang 

baru ada kekosongan terkait perangkat desa tersebut. 

Selanjutnya berjalan begitu saja sesuai peraturan bupati. 

Sebenarnya partisipasi masyarakatnya kurang padahal kita 

sudah menginfokan kepada masyarakat, ke sokolah-sekolah. 

Karena kan perangkat desa tuh kaya pegawai honor kecuali 

PNS jadi tetap kurang berminat. Partisipasinya kurang” 

 

 

Tim seleksi pengisian perangkat Desa Kareo melakukan sosialisasi 

perihal kekosongan perangkat desa dengan membuat poster selebaran di 

tempat-tempat yang dianggap strategis seperti, masjid atau tempat ibadah, 

jalan-jalan desa, sekolah dan papan pengumuman di desa. Sosialisasi 

dilakukan untuk memberitahukan masyarakat mengenai kekosongan jabatan  

perangkat desa kepada masyarakat dan memberikan peluang untuk masyarakat 

yang berminat mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa. Sosialisai dilakukan 

selama 7 (Tujuh) hari dan ada 3 (tiga) bakal calon perangkat desa yang 

mendaftar. Menurut hasil dari wawancara hal ini dikarenakan meskipun 

sosialisai telah dilakukan kepada masyarakat, partisipasi masyarakat masih 

kurang. 

Berbeda dari apa yang disampaikan oleh Pikih sebagian besar 

masyarakat Desa Kareo menunjukkan bahwa mereka tidak mendapat 

informasi secara memadai terkait dengan kekosongan perangkat desa. 

Beberapa warga mengaku tidak mengetahui soal kekosongan perangkat desa 
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di Desa Kareo. Seperti yang dituturkan oleh Awaliyah yang merupakan salah 

satu warga Desa Kareo: 

 

“Saya tidak mengetahui soal ada kekosongan perangkat desa, 

saya punya kenalan perangkat desa tapi beliau nggak pernah 

bilang apa-apa soal kekosongan perangkat desa” 

 

Salah satu masyarakat mengaku tidak tahu menahu soal kekosongan 

perangkat desa yang ada di Desa Kareo menurut pengakuannya dia 

mempunyai kenalan yang bekerja sebagai perangkat desa namun ia tidak tahu 

menahu soal adanya kekosongan perangkat desa. Berdasarkan wawancara ini 

dapat disimpulkan bahwa proses akses informasi mengenai kekosongan 

perangkat desa masih kurang optimal. Agar dapat berpartisipasi tentunya 

masyarakat harus mendapat informasi terlebih dahulu jika informasi seputar 

pengisian perangkat desa ini tidak tersampaikan akan sulit bagi masyarakat 

untuk berpartisipasi. Berikut penuturan Y yang merupakan salah satu warga 

mengenai partisipasi pengisian perangakat desa. 

 

“kalau tahu ada lowongan (rekrutmen perangkat desa) ya 

pasti banyak yang daftar, sekarang kan cari kerja susah. 

Apalagi jadi perangkat desa enak kerjanya duduk nggak 

kayak di pabrik yang harus berdiri lama-lama” 

 

Sosialisasi pengisian perangkat desa tidak hanya sekedar 

pemberitahuan kekosongan jabatan, namun juga harus mencakup keseluruhan 

mekanisme pengisian perangakat desa.  Hal ini penting dilakukan karena 

sosialisasi merupakan salah satu upaya transparansi dan keterbukaan dalam 

mekanisme pengisian perangkat desa. Dilihat dari wawancara di atas 

masyarakat masih asing dengan mekanisme pengisian perangkat desa, 

sebagian besar masyarakat tidak mengetahui soal perekrutan maupun 

mekanisme dalam pengisian perangkat desa. Seperti yang dapat kita lihat dari 

hasil wawancara Jasuni salah satu warga desa kareo. 

 

“saya mah tidak tahu kalau soal desa, saya nggak ngerti juga 

tentang perangkat desa. Coba kalau soal itu teteh (panggilan 
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untuk perempuan dalam Bahasa Sunda) tanya langsung aja ke 

kantor desa” 

 

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa masyarakat 

tidak mengetahui soal rekrutmen maupun pengisian perangkat desa yang 

dilakukan oleh tim seleksi bahkan ada masyarakat yang awam dan sama sekali 

tidak mengetahui prihal pengisian perangkat desa di desa kareo. Mengingat 

tingkat Pendidikan masyarakat Desa Kareo yang masih terbilang rendah jadi 

sangat wajar bila pemahaman masyarakat soal regulasi dan hukum juga sangat 

rendah. Namun hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, seharusnya sosialisai 

dilakukan dengan serius agar semua lapisan masyarakat dapat menerima 

informasi.  

 

3. Tahap Pemerikasaan Berkas Adminstrasi Calon Perangkat Desa 

Pemeriksaan berkas merupakan salah satu tahapan dalam proses 

perekrutan calon perangkat desa yang sangat penting. Dalam pelaksanaannya, 

seleksi berkas bertujuan untuk melakukan verifikasi administrasi sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ataupun bertujuan untuk 

menentukan kesesuaian standar calon perangkat desa yang dibutuhkan. 

Pemeriksaan berkas adalah tahap awal untuk mengetahui sefesifikasi bakal 

calon perangkat desa yang mendaftar, dari tahap ini kita bisa memprediksi 

keahlian dan kemampuan apa yang dimiliki bakal calon perangkat desa.  

Tahap pemerikasaan berkas persyaratan adminstrasi bakal calon 

perangkat desa kareo dilakukan oleh tim seleksi dengan memperhatikan berkas 

persyaratan umum yang dibawa oleh bakal calon perangkat desa yang 

mendaftar. Berikut hasil wawancara dengan Eneng selaku tim seleksi 

perangkat desa kareo mengenai seleki berkas. 

 

“yang dinilai pada seleksi terutama memperhatikan 

pendidikan terakhirnya. Tiga orang yang daftar semuanya 

sesuai kriteria, satu orang lulusan SLTA (SMA Sederajat), 

dan dua orang lainnya lulusan Sarjana. Rekeutmen desa 

sesuai dengan Pergub, untuk tahapannya nanti kamu bisa baca 

sendiri di Pergub itu” 
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Pada tahap seleksi berkas tim seleksi lebih mengutamakan 

pemeriksaan ijazah terakhir, sedangkan untuk pemeriksaan berkas yang 

lainnya tidak dijelaskan secara detail. Berdasarkan hasil wawancara, Eneng 

hanya mengatakan bahwa semua proses seleksi pengisian perangkat desa 

mengikuti apa yang ada di Peraturan Bupati Kabupaten Serang. Karena 

tahapan pengisian perangkat desa yang sudah berlalu jadi sulit dibuktikan 

apakah pemeriksaan berkas adminstrasi benar dilakukan atau tidak.  

Sementara itu menurut Peraturan Bupati nomor 10 Tahun 2019 

Pemeriksaan berkas dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan 

persyaratan bakal calon perangkat desa yang telah mendaftar. Apabila dalam 

pemeriksaan berkas ada persyaratan atau dokumen yang meragukan maka 

dapat dilakukan klarifikasi berkas dengan memeriksakannya langusng kepada 

instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang 

berwenang. Hasil dari pemeriksaan berkas persyaratan adminstrasi nantinya 

akan di laporkan kepada kepala desa oleh tim seleksi dalam bentuk berita acara 

pemeriksaan berkas persyaratan administrasi bakal calon perangkat desa, 

berita acara yang menjadi dasar penyampaian surat kunsultasi pengangkatan 

perangkat desa kepada Camat. 

 

4. Tahap pelaksanan tes seleksi calon perangkat desa (apabila calon 

perangkat desa yang memenuhi syarat administrasi telah melebihi 

formasi jabatan perangkat desa yang kosong) 

Sosialisasi yang tidak optimal mengakibatkan partisipasi masyarakat 

dalam pengisian perangkat desa menjadi terhambat, menjadikan masyarakat 

tidak terlibat langsung dalam proses pengisian perangkat desa hal ini juga 

akhirnya berpengaruh pada proses pengawasan. Partisipasi masyarakat amat 

penting, sebab tanpa keterlibatan rakyat maka kebijakan penguasa akan sangat 

jauh dari aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan rakyat. Di samping itu, tiadanya 

partisipasi rakyat juga mengakibatkan kendornya pengawasan masyarakat 

(social control), sehingga banyak terjadi pengingkaran terhadap amanat rakyat 

dan munculnya berbagai penyalahgunaan kekuasaan. Terbukti dari bagaimana 

jalannya proses seleksi perangkat desa di Desa Kareo, pada seleksi perangkat 

Desa Kareo tahun 2022 tidak ada proses seleksi dengan alasan jumlah calon 

perangkat desa telah sesuai dengan jumlah kekosongan perangkat desa yang 

dibutuhkan yang artinya partisipasi masyarakat masih kurang. Seperti yang di 

sampaikan oleh Pikih 
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“Kemarin untuk Desa Kareo karena jumlah yang daftar 

(calon perangkat desa) sesuai dengan kriteria jadi nggak 

ada tahapan seleksi, nggak ada tahapan interview, nggak 

ada tahapan tes tertulis. kriterianya pun sudah pas semua 

dan mereka pun bisa mengoperasikan komputer ada 

sertifikatnya juga. kemarin yang daftar lulusan S1 dan 

lulusan SMA” 

    

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, pengangkatan 

perangkat desa di Desa Kareo tidak melalui proses penjaringan atau seleksi. 

Calon perangkat desa yang mendaftar tidak melalui tahap seleksi tertulis 

maupun wawancara karena jumlah calon perangkat desa yang telah memenuhi 

syarat administrasi sama dengan kuota yang dibutuhkan untuk mengisi 

kekosongan perangkat Desa Kareo. Sesuai dengan peraturan bupati Kabupaten 

serang nomor 10 tahun 2019 pasal 5 d bahwa “Pelaksanaan Tes Seleksi Calon 

Perangkat desa (apabila calon perangkat desa yang memenuhi syarat 

administrasi melebihi formasi jabatan perangkat desa yang kosong)”. Ini 

artinya pelaksanaan tes seleksi dilakukan apabila jumlah calon perangkat desa 

melebihi kuota jabatan perangkat desa yang kosong, dalam kasus Desa Kareo 

karena jumlah calon perangkat desa sama dengan jumlah formasi yang kosong 

maka tes seleksi ditiadakan.  

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pendaftaran perangkat desa 

kareo menjadikan tahapan seleksi terasa mudah dan janggal. Jumlah pendaftar 

yang sesuai dengan jumlah kuota kekosongan juga seperti telah di setting 

sedemikian rupa oleh tim seleksi dan kepala desa. Terbukti dari tim seleksi 

yang tidak bisa menjelaskan secara detail tahapan-tahapan dalam pengisian 

perangkat desa kareo, setiap kali ditanya prihal mekanisme pengisian 

perangkat desa mereka hanya menjawab sesuai dengan undang-undang tanpa 

menjelaskan lebih lanjut bagaimana proses yang sebenarnya terjadi dalam 

pengisian perangkat desa kareo. Sedangkan kepala desa sendiri memilih untuk 

tidak ingin di wawancarai. 

 

5. Tahap Pengangkatan 

Formasi kekosongan jabatan perangkat desa di Desa Kareo adalah 

Sekertaris Desa, Kaur Keuangan dan Kasi Kesejahteraan. Dari ketiga 
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kekosongan itu hanya ada tiga orang yang mencalonkan diri untuk masing-

masing jabatan. Nama-nama tersebut antara lain Maska sebgai sekertaris Desa, 

Rukki Ahadiyana sebagai Kepala Urusan Keuangan atau Kaur Keuangan, dan 

Winda Noviyanti sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan atau Kasi 

Kesejahteraan. Hanya tiga nama tersebut yang mendaftar sebagai calon 

perangkat desa kareo dan sesuai dengan kekosongan jabatan yang ada. 

Jumlah kekosongan jabatan perangkat desa sebanding dengan jumlah 

calon yang lulus administrasi, sehingga calon perangkat desa yang ada 

langsung diangkat menjadi perangkat desa tanpa melalui tes seleksi. Proses 

penetapan calon perangkat desa menjadi perangkat desa merupakan tahapan 

terakhir dari proses rekrutmen perangkat desa yang ditandai dengan pemberian 

surat rekomendasi tertulis dari Camat yang menjadi dasar Kepala Desa dalam 

pengangkatan calon perangkat desa yang lulus untuk menjadi perangkat desa 

dengan menerbitkan keputusan Kepala Desa. Seperti yang di ungkapkan Pikih 

salah satu tim seleksi pengisian perangkat Desa Kareo. 

 

"Setelah tahap itu (tahapan pencalonan dan tahap seleksi) kita 

pengajuan surat rekomndasi ke kecamatan, nanti kecamatan 

memberikan rekomendasi ke DPMD barulah turun surat 

rekomdasi SK pengankatan DPMD kepada Camat. Setelah 

SK pengangkatan turun dari Camat barulah Kepala Desa 

membuat SK pengangkatan perangkat desa baru" 

 

Pengangkatan perangkat desa yang terpilih dalam proses seleksi 

dilakukan ketika sudah mendapatkan persetujuan dari DPMD berupa surat 

rekomendasi persetujan pengangkatan perangkat desa. Surat rekomendasi 

persetujuan dari DPMD diberikan kepada Camat, yang nantinya oleh Camat 

diberikan kepada Kepala Desa. Setelah surat rekomendasi persetujuan sampai 

ditanggan kepala desa barulah kepala Desa akan menerbitkan Surat 

Keterangan Pengangkatan sekaligus meyiapkan pelatikan perangkat desa baru. 

Proses pengangkatan perangkat desa kareo ini sesuai dengan peraturan Bupati 

Kabupaten serang nomor 10 tahun 2019 pasal 12 yang berisi: 

1) Kepala desa sebelum mengangkat calon perangkat desa, 

mengajukan surat konsultasi pengangkatan perangkat desa kepada 

Camat yang dilampiri dengan dokumen seleksi pengangkatan 

perangkat desa. 
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2) Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) memberikan rekomendasi 

tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap pengangkatan 

calon perangkat desa setelah berkonsultasi terlebih dahulu kepada 

bupati melalui DPMD 

3) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud ayat (2), memuat 

dasar-dasar pertimbangan berkenaan dengan mekanisme 

pengangkatan perangkat desa yang ditentukan serta alasan 

penolakan apabila rekomendasi tersebut bersisi penolakan. 

4) DPMD menerbitkan nomor registrasi perangkat desa (NRPD) 

bagi calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan kepada 

Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah sesuai 

dengan mekanisme pengangkatan dan persyaratan calon 

perangkat desa. 

5) Kepala desa menetapkan keputusan kepala desa tentang 

pengangkatan perangkat desa setelah mendapatkan persetujuan 

sebagaimana dimaksud ayat (2). 

6) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), kepala desa melakukan proses ulang 

penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. 

7) Bentuk dan format keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagaimana tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. 

Setelah Camat mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan 

perangkat desa barulah kepala desa mengeluarkan SK pengangkatan perangkat 

desa. Setelah SK pengangkatan diterbitkan perangkat desa terpilih akan 

dilantik oleh Kepala Desa. Pelantikan atau pengangkatan perangkat desa 

dilakukan di Kantor desa Kareo dihadiri oleh Kepala desa, Tim seleksi dan 

Calon Perangkat desa terpilih. Pelantikan perangkat desa dimulai dengan 

pembukaan, Pembacaan putusan kepala desa, pengucapan sumpah dan janji 

oleh perangkat desa terpilih dan penandatanagan berita acara yang nantinya 

akan diserahkan kepada Camat sebagai laporan.  

B. Mekanisme pemberhentian perangkat desa Kareo Kecamatan Jawilan 

Pemberhentian perangkat desa memiliki mekanisme sendiri yang di atur 

dalam Peraturan daerah Kabupaten Serang nomor 14 tahun 2017 tentang 
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pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Berdasarkan Perda tersebut 

disebutkan ada 3 (tiga) faktor pemberhentian perangkat desa yaitu; dikarenakan 

meninggal dunia, atas permintaan sendiri dan diberhentikan. Pemberhentian yang 

dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme nantinya akan sangat berdampak pada 

perangkat desa itu sendiri maupun masyarakat. Dampak terhadap pemberhentian 

perangkat desa ini cukup besar karena Perangkat desa adalah unsur staf yang 

membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi 

dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan 

kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 

Selain itu peran perangkat desa juga sangat penting untuk melayani masyarakat di 

desa. 

Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa 

setelah berkonsultasi dengan Camat terlebih dahulu dengan melampirkan laporan 

usulan pemberhentian disertai dengan bukti pendukung. Setelah itu Camat 

memberikan surat rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan 

terhadap pemberhentian perangkat desa, surat rekomendasi Camat didasarkan pada 

kelengkapan dan keabsahan bukti administrasi alasan pemberhentian perangkat 

desa. Camat memberikan surat rekomendasi yang berisi persetujuan ataupun 

penolakan kepada Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Bupati melalui Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD). Jika pemeberhentian perangkat 

desa di setujui oleh Camat barulah Kepala Desa dapat memberhentikan perangkat 

desa. Pemberhentian Perangkat Desa merupakan salah satu wewenang kepala desa, 

jadi sudah sepatutnya jika Kepala Desa dapat mengeluarkan SK pemberhentian 

untuk Perangkat Desa. Seperti yang disampaikan oleh Pikih salah satu perangkat 

Desa Kareo sekaligus tim seleksi perangkat Desa Kareo 2022. 

 

“SK (Surat Keterangan) dikeluarkan oleh Kepala Desa, 

Camat hanya mengajukan surat rekomendasi ke DPMD 

untuk di laporkan kepada Ibu Bupati. Jika mendapatkan 

persetujuan dari Bupati, SK Pemberhentian keluar 

(diterbitkan oleh Kepala Desa)”  

   

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa Kepala Desa merupakan 

orang yang berhak mengeluarkan Surat Keterangan Pemberhentian Perangkat 

desa, namun meskipun begitu dalam prosesnya harus dikonsultasikan dengan 

Bupati melalui DPMD dan Camat. Pemberhentian perangkat desa telah menjadi 
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salah satu wewenang Kepala Desa, sesuai dalam undang-undang nomor 6 tahun 

2014 pasal 26 ayat 2b. Kehadiran Kepala Desa dengan sejumlah tugas dan fungsi 

yang melekat padanya menjadikan Kepada Desa memiliki kekuasaan besar di 

Desa. Kedudukan yang kuat ini, juga dapat dilihat dari wewenang dan hak yang 

dimiliki oleh Kepala Desa termasuk dalam urusan pengangkatan dan 

pemberhentian perangkat desa (Ratulang, 2021). Meskipun begitu Kepala Desa 

tidak boleh semena-mena dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kepala 

Desa tidak boleh memberhentikan perangkat desa tanpa alasan yang jelas.  

Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Kareo sendiri sering kali terjadi 

pasca pilkades, pasca pilkades serentak pada tahun 2022 terhitung ada  4 (empat) 

orang perangkat Desa Kareo yang di paksa mengundurkan diri sebagai perangkat 

desa. Hal ini dapat diketahui melalui salah satu pengakuan mantan perangkat desa 

yang tidak ingin di sebutkan Namanya. 

 

“Sudah 3 (tiga) kali Kades (Kepala Desa) nyuruh kita 

mundur. Awalnya kita berempat dipanggil ke ruangan 

Kades katanya nggak usah melakukan pelayanan, untuk 

aset dan yang biasanya dibawa ke rumah nggak usah 

dibawa, jangan pegang fasilitas desa lagi. Saya pada saat 

itu jawab kalau kami tidak mau mundur, kalau mundur 

harus dengan kemauan sendiri tanpa ada paksaan, kami 

juga masih mau kerja. Kami juga ngerasa tidak ada hal 

yang menyebabkan harus berhenti kerja. Tapi karena kita 

orang kecil jadi ya nggak bisa apa-apa”  

 

Berdasarkan wawancara di atas mantan perangkat desa mengaku Pasca 

pemilihan Kepala Desa ada 4 (empat) orang perangkat desa yang dipanggil ke 

ruangan Kepala Desa baru, dalam pertemuan itu Kepala Desa secara tersirat 

memerintahkan keempat perangkat desa tersebut untuk mundur dan 

mengembalikan aset desa yang biasa digunakan pada saat bekerja di desa. Kepala 

desa meminta keempat orang tersebut untuk berhenti melakukan pelayanan 

sebagai perangkat desa yang secara tidak langsung sama dengan memberhentikan 

perangkat desa. Keempat perangkat desa tersebut pun menolak untuk 

mengundurkan diri dan ingin tetap bekerja sebagai perangkat desa. Menarik 

kesimpulan dari wawancara di atas ada indikasi usaha pemberhentian perangkat 

desa secara sepihak oleh Kepala Desa yang baru, Perangkat Desa lama ‘diusir’ dan 
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tidak boleh datang ke Balai Desa untuk melakukan tugasnya melayani masyarakat. 

hal ini tentu saja tidak sesuai dengan nilai undang-undang yang ada. Dalam 

undang-undang di sebutkan bahwa perangkat desa dapat di berhentikan apabila 

sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau melanggar larangan 

sebagai perangkat desa, sedangkan perangkat desa sebelumnya merasa tidak 

pernah melanggar aturan dan selalu bekerja dengan baik.  

Namun, pada akhirnya karena tekanan dari Kepala Desa yang baru 

keempat perangkat desa tersebut akhirnya memilih untuk mengundurkan diri 

karena mereka merasa tidak memiliki kekuasaan untuk melawan Kepala Desa. 

Walaupun pada kenyataannya mereka terpaksa mengundurkan diri tapi mekanisme 

pengunduran diri keempat perangkat desa ini dalam mekanismenya bisa dikatakan 

sesuai dengan undang-undang yang ada karena pada akhirnya perangkat desa yang 

ada memilih untuk sukarela mengundurkan diri walau awalnya dengan 

keterpaksaan jadi dalam undang-undang dapat dikatakan mereka berhenti karena 

kemauan sendiri meskipun awalnya ada paksaan dari Kepala Desa. Kepala Desa 

akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian perangkat desa setelah 

berkonsultasi dengan Camat. Hal ini kembali disampaikan oleh Pikih perwakilan 

dari pihak pemerintah Desa Kareo: 

 

“4 (empat) orang mengundurkan diri, mereka juga tidak 

lepas begitu saja. Mereka dipanggil ada surat dari 

Kecamatan dan DPMD, dipanggil dimintai keterangan 

kenapa ingin mengundurkan diri sampai tiga kali 

(panggilan). Karena pemerintah daerah pun sangat 

menyayangkan karena perangkat desa di Kabupaten 

serang sudah hampir 100% ter registrasi kalau misalkan 

mereka mengundurkan diri itu menambah beban 

pemerintah daerah untuk membuat sistem dan 

memerlukan waktu lagi” 

 

Berbeda dari wawancara dengan mantan perangkat desa sebelumnya, 

pihak pemerintah Desa Kareo memberikan pernyataan bahwa keempat orang 

perangkat desa sebelumnya mengundurkan diri secara sukarela dan sesuai 

mekanisme tanpa ada paksaan. Pemerintahan desa juga menambahkan bahwa 

pengunduran diri perangkat desa sebelumnya malah sangat di sayangkan karena 

untuk meregistrasi perangkat desa baru membutuhkan waktu lama, jadi 
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kekosongan perangkat desa dapat mengganggu mekanisme yang ada. Hal ini juga 

sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Syamsudin Sekretari Camat sebagai 

perwakilan Camat Kecamatan Jawilan. 

 

“Tidak ada perangkat desa yang di berhentikan sepihak di 

Kecamatan Jawilan, semuanya sesuai prosedur, sesuai 

dengan peraturan yang ada” 

 

Pihak pemerintah baik kecamatan maupun desa dan pihak mantan 

perangkat desa berada di kubu yang berbeda. Kubu pemerintah menyatakan bahwa 

pengisian perangkat desa sesuai dengan peraturan yang ada sedangkan pihak manta 

perangkat desa merasa mereka di paksa berhenti dan mengala dari jabatan 

perangkat desa yang dimana hal ini tidak sesuai dengan peraturan. Pemberhentian 

perangkat desa menurut Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang tata cara 

pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pasal 15 adalah sebagai berikut; 

1) Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi 

dengan camat 

2) Perangkat desa berhenti karena; 

a) Meninggal dunia 

b) Permintaan sendiri; dan 

c) Diberhentikan 

3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c karena; 

a) Usianya telah mencapai 60 (enam puluh) tahun 

b) Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan 

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap 

c) Berhalangan tetap 

d) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa 

e) Melanggar larangan sebagai perangkat desa. 

4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah 

dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat dengan 

melampirkan laporan usulan pemberhentian disertai alasan dengan 

bukti pendukung. 

5) Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) memberikan rekomendasi 

tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap pemberhentian 
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perangkat desa setelah berkonsultasi terlebih dahulu kepada bupati 

melalui DPMD. 

6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) 

didasarkan pada kelengkapan dan keabsahan bukti administrasi 

alasan pemberhentian perangkat desa 

7) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, perangkat desa 

yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas pada jabatan semula 

sebagai perangkat desa 

8) Bentuk dan format keputusan kepala desa tentang pemberhentian 

perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan 

bupati ini. 

Ada dua pernyataan berbeda dari pihak pemerintah desa dan kecamatan 

dan pihak mantan perangkat desa, pihak pemerintah desa dan pihak kecamatan 

menyampaikan bahwa semua prosedur pemberhentian sudah sesuai dengan 

mekanisme yang ada sesuai dengan perda dan undang-undang tanpa adanya 

paksaan sedangkan pihak mantan perangkat desa merasa mereka diminta 

mengundurkan diri secara paksa. Menaggapi hal ini Wijaya (Nama Samaran) yang 

merupakan salah satu tokoh masyarakat yang aktif sebagai aktifis dan kegiatan-

kegiatan sosial lainnya di Kecamatan Jawilan memberi pernyataan:  

 

“Pemberhentian perangkat desa pasca pilkades di 

Kecamatan Jawilan memang sudah lumrah terjadi, meski 

tidak sesuai dengan aturan pemerintah jarang ada 

perangkat desa yang protes secara terang-terangan. 

Karena selain perangkat desa tidak punya ‘power’ 

bisanya perangkat desa sebelumnya juga diangkat dengan 

cara yang sama jadi kayak semacam karma”  

 

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemberhentian 

perangkat desa di Kecamatan Jawilan termasuk Desa Kareo telah lumrah terjadi 

apalagi setelah pemilihan kepala desa dan pergantian Kepala Desa, namun isu ini 

jarang mendapat perhatian dan sorotan karena perangkat desa yang diberhentikan 

tidak berani protes secara terang-terangan dan menerima pemberhentian yang 

dilakukan oleh Kepala Desa yang baru, salah satu faktor yang menjadi 

penyebabnya karena perangkat desa sebelumnya yang di berhentikan direkrut 
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dengan cara yang sama yaitu berkat Kepala Desa terpilih yang mereka dukung 

pada saat pemilihan kepala desa, saat kepala desa yang mereka dukung sudah tidak 

lagi menjabat sebagai Kepala Desa pengaruh mereka pun hilang dan mereka akan 

memilih pasrah jika posisi mereka ada yang menggantikan. Adanya 

kecenderungan ‘balas budi’ yang dilakukan Kepala Desa kepada pendukungnya 

menjadikan kepala desa rela merombak susunan perangkat desa yang ada menjadi 

susunan yang baru sesuai dengan kehendaknya. Regenerasi perangkat desa selalu 

dilakukan oleh Kepala Desa dengan menggati perangkat desa yang lama dengan 

yang baru. 

Fenomena ini menjadi sulit dihentikan karena adanya anggapan bahwa hal 

itu adalah hal yang wajar terjadi dalam budaya Indonesia, anggapan demikian ini 

yang perlahan-lahan akan menjatuhkan birokrasi pemerintahan, baik pusat, daerah, 

maupun desa. Imbasnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun 

melemah karena banyak pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan 

wewenangnya. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memodifikasi jajaran 

birokrasi (Perangkat Desa) tidak serta merta membuat kinerja pemerintahan 

menjadi maksimal karena kasus penyalahgunaan wewenang masih saja terus 

terjadi (Tigar, 2022, pp. 198-209). 
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BAB V 

PERAN AKTOR DALAM PENGISIAN PERANGKAT DESA KAREO 

A. Peran dan Fungsi Aktor dalam Pengisian Perangkat Desa 

Sama seperti perannya di film, aktor dalam pengisian perangkat desa juga 

memiliki kedudukan yang penting. Aktor didalam sebuah sistem politik dapat berupa 

perorangan atau kelompok, dan tidak berfokus pada suatu gender tertentu. Semua aktor 

tersebut menjalankan berbagai peran yang beragam. Para aktor tersebut merupakan 

bagian dalam struktur politik, baik sebagai bagian dari struktur tunggal atau sebagai 

elemen dalam struktur kompleks tergantung kepada harapan dari orang lain atau 

keputusan sendiri dari individu yang memainkan peran tersebut. Aktor merupakan 

sumber kejayaan sekaligus sebagai sumber keruntuhan tergantung bagaimana dia 

memerankan perannya. Jika para aktor dapat memerankan perannya dengan baik tanpa 

ada cela maka hal itu bisa menjadi kejayaan bagi struktur pemerintahannya, namun 

sebaliknya jika para aktor tidak bertanggung jawab dengan perannya maka hal itu akan 

menjadi keruntuhan dari pemerintahannya. Sebab itu, maju atau mundurnya suatu 

pemerintahan akan ditentukan dengan bagaimana aktor berperan didalamnya. 

Kepala desa adalah aktor utama yang memiliki kewenangan dalam menunjuk 

perangkat desa seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Proses 

pengangkatan perangkat desa melibatkan pembentukan tim seleksi yang dipimpin oleh 

Kepala Desa, dengan ketentuan satu orang menjabat sebagai ketua dan satu orang 

sebagai sekretaris. Setelah proses seleksi pengangkatan perangkat desa selesai, 

hasilnya akan dikonsultasikan dengan Camat untuk mendapatkan rekomendasi. Calon 

perangkat desa yang disetujui berdasarkan rekomendasi Camat kemudian akan 

diangkat oleh kepala desa dengan mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan 

perangkat desa. 

Jika dilihat dari prosesnya selain kepala desa ada aktor lain yang ikut andil 

dalam pengisian perangkat desa yaitu diantaranya kepala desa, tim seleksi 

pengangkatan perangkat desa, dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD), Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), Masyarakat yang berfungsi untuk pengawasan, Camat, 

dan pemerintah daerah dalam hal ini adalah Bupati setiap aktor memiliki saling 

berkesinambungan dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing. Kepala 

desa sebagai pembuat keputusan, tim seleksi sebagai pelaksana, sedangkan BPD, 

DPMD, Camat dan Masyarakat sebagai pengawas dalam pelaksanaan pengisian 

perangkat desa.  
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DPMD memegang peran penting dalam memberikan bimbingan dan 

pemahaman kepada kepala desa mengenai peraturan terkait pengisian perangkat desa. 

DPMD berhak mengawasi proses berjalannya pengisian perangkat desa, sebagai 

pengawas DPMD juga dapat turun tangan langsung jika terjadi pelanggaran dalam 

pengisian perangkat desa. Setelah pengunduran diri 4 (empat) perangkat desa di Desa 

Kareo untuk mengkonfirmasi kebenaran atas pengunduran diri mereka, DPMD 

memanggil langsung keempat perangkat desa yang mengundurkan diri untuk diminati 

keterangan terkait alasan mereka mengundurkan diri. Setelah didapatkan alasan yang 

jelas terkait pengunduran diri perangkat desa maka DPMD akan berkonsultasi dengan 

Bupati. Jika alasannya dianggap masuk akal maka Bupati akan menerima pengunduran 

diri perangkat desa. Atas arahan dari Bupati Camat akan memberikan surat 

rekomendasi persetujuan pengunduran diri kepala desa. DPMD sebagai pengawas 

tentu memiliki peran penting dalam pengisian perangkat desa oleh sebab itu DPMD 

dituntut dapat terus konsisten dalam menjalankan tugasnya dalam pengawasan agar 

mekanisme pengisian jabatan perangkat desa dapat berjalan dengan baik. 

Pada pengisian perangkat desa di Desa Kareo DPMD melakukan pengawasan  

dengan cara memanggil dan mengkonfirmasi langsung perangkat desa yang 

diberhentikan oleh Kepala Desa Kareo yang baru. DPMD juga melakukan penyuluhan 

hukum kepada kepala desa, dengan melakukan evaluasi kinerja dalam setiap unsur 

pemerintahan desa termasuk dalam pengisian perangkat desa untuk memastikan bahwa 

pemerintah desa memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku. Selain DPMD, 

Camat juga bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa dan 

memastikan bahwa kepala desa telah mengikuti semua prosedur yang diperlukan 

sebelum diberikan surat rekomendasi persetujuan untuk mengangkat atau 

memberhentikan perangkat desa. 

Camat bertugas untuk memberikan surat rekomendasi kepada kepala desa 

terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, surat rekomendasi Camat 

dapat berupa penolakan ataupun persetujuan pemberhentian dan pengangkatan 

perangkat desa. meskipun begitu Camat masih tetap harus berkonsultasi kepada Bupati 

melalui DPMD. Peranan Camat dalam memberikan surat rekomendasi dalam 

pengisian perangkat desa kareo tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Setelah 

menerima pengaduan dari perangkat desa kareo yang diberhentikan DPMD berusaha 

menolak memberikan surat rekomendasi pemberhentian karena ada unsur paksaan dari 

Kepala Desa kepada Perangkat desa. Namun, sayangnya Camat tidak 

mempertimbangkan usul dari DPMD dan tetap mengeluarkan surat rekomendasi 

pemberhentian kepada kepala desa.  
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Kepala desa dalam pengisian perangkat desa memegang peran penting sebagai 

aktor pembuat keputusan atau decision making. Kepala desa berwenang untuk 

membuat panitia tim seleksi yang ia pilih sendiri dari perangkat desa yang ada, tokoh 

masyarakat dan anggota BPD. Kepala desa berhak menerima laporan hasil proses 

penjaringan dan penyaringan seleksi perangkat desa dari panitia tim seleksi yang telah 

dibentuk olehnya. Tim seleksi atau panitia seleksi perangkat desa adalah panitia yang 

memiliki tugas untuk melaksanakan penyaringan dan penjaringan perangkat desa. 

dimulai dari Merencanakan waktu kegiatan, mempersiapkan media untuk sosialisasi 

kekosongan jabatan perangkat desa, membuat soal, baik soal wawancara maupun soal 

tes tertulis, menentukan anggaran serta mengkoordinasikan serta menyelenggarakan 

semua proses seleksi calon perangkat desa.  

Tim seleksi terdiri dari ketua yang merangkap menjadi anggota, sekretaris 

yang merangkap jadi anggota, dan anggota yang terdiri paling sedikit 1 (satu) orang 

dan paling banyak 3 (tiga) orang. Tim seleksi berperan penting dalam proses sosialisasi 

kekosongan jabatan dalam pengisian perangkat desa, jika dalam proses sosialisasi 

masih banyak masyarakat yang tidak memperoleh informasi terkait dengan 

kekosongan jabatan perangkat desa maka tim seleksilah yang seharusnya bertanggung 

jawab. Sebagai panitia pelaksana tim seleksi harus memiliki rasa tanggung jawab yang 

tinggi dalam melaksanakan tugasnya hal ini karena baik atau tidaknya pengisian 

perangkat desa ditentukan oleh kinerja dari tim seleksi.  

Jika tim seleksi menjalakan tugasnya dengan baik maka dapat dipastikan 

pelaksanaan pengisian perangkat desa juga akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan 

undang-undang. Namun sebaliknya jika tim seleksi lalai dan tidak menjalankan 

tugasnya dengan baik maka pelaksanaan pengisian perangkat desa juga akan kacau dan 

berantakan. Tim seleksi bukan satu-satunya yang bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan pengisian perangkat desa namun ada juga BPD yang bertugas sebagai 

pengawas. BPD dapat memainkan peran penting dalam pengawasan, BPD berhak 

menegur kepala desa jika kepala desa melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan 

tugasnya dengan baik dan tidak mengikuti aturan yang berlaku. 

BPD memiliki tugas dan fungsi untuk mengawasi kepala desa. Hal ini diatur 

dalam Pemendagri nomor 110 tahun 2015 tentang badan permusyawaratan desa pasal 

31 mengenai fungsi BPD yakni: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan 

Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; 

dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Jika kepala desa tidak melakukan 

tugasnya dengan baik dan tidak sesuai dengan undang-undang maka BPD 

berkewajiban menegur kepala desa, tujuannya adalah untuk membuat pemerintahan 
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desa berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan. Selain itu, dalam pengisian 

perangkat desa BPD dapat melakukan musyawarah dengan kepala desa untuk 

membahas persoalan yang terjadi terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat 

desa. BPD sebagai pengawas dalam pengisian perangkat desa harus dapat memahami 

perannya dengan baik agar dapat memberikan kontribusi secara maksimal bagi 

kemajuan masyarakat. Salah satu alasan terpenting mengapa BPD dibentuk adalah 

untuk memungkinkan pengawasan atas pelaksanaan pemerintahan desa. Fungsi utama 

BPD adalah menerima dan mengalirkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan 

pemantauan terhadap kinerja kepala desa. Jika ada ketidaksesuaian dalam pengisian 

perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka hal tersebut dapat 

menjadi tanggung jawab BPD. 

Peran masyarakat tak kalah penting dari yang lainnya, masyarakat harus turut 

berpartisipasi dalam setiap kegiatan pemerintahan termasuk dalam pemberhentian dan 

pengangkatan perangkat desa. Peran masyarakat dalam pengisian perangkat desa 

adalah sebagai kontrol dan pengawasan. Kontrol dari masyarakat akan sangat 

membantu proses pengisian perangkat desa agar dapat terselenggara dan berjalan 

dengan mestinya. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, masyarakat harus terlibat 

aktif dalam proses pengisian perangkat desa. Oleh karena itu, agar masyarakat dapat 

terlibat secara aktif dalam pemerintahan desa, penting untuk meningkatkan kesadaran 

dan pengetahuan mereka mengenai peran yang seharusnya dimainkan oleh masyarakat 

dalam konteks pemerintahan desa, serta hak dan kewajiban yang melekat pada mereka. 

Keterlibatan partisipasi masyarakat luas dalam proses rekrutmen perangkat 

desa sangat penting terutama dalam konteks demokrasi. Hal ini dikarena untuk 

menjamin bahwa hak demokratis warga desa sebagai pemegang kekuasaan dapat 

dijaga dengan baik, mengingat partisipasi mereka dalam pengawasan merupakan 

elemen kunci dalam setiap pengambilan keputusan di tingkat desa. Pengawasan dari 

masyarakat juga penting untuk dilakukan agar dapat mencegah berbagai hal yang tidak 

dikehendai oleh undang-undang karena jika terjadi kesalahan dalam proses perekrutan 

perangkat desa yang pertama akan merasakan dampaknya adalah masyarakat itu 

sendiri. Oleh karenanya masyarakat harus lebih peka dan sadar dengan peraturan 

hukum yang ada agar mampu melindungi hak-hak yang dimilikinya. 

Aktor-aktor dalam pengisian perangkat desa memiliki peran dan fungsinya 

masing-masing. Kepala desa sebagai pembuat keputusan berwenang menerbitkan surat 

keterangan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Tim seleksi memiliki 

peran sebagai pelaksana dan penyelenggara mekanisme pengisian perangkat desa 

dimulai dari tahap persiapan, pencalonan, pemeriksaan berkas, seleksi tertulis dan 
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wawancara hingga pelantikan perangkat desa. Camat dalam pengisian perangkat desa 

bertugas sebagai pemberi surat rekomendasi yang sebelumnya telah di konsultasikan 

bersama Bupati. DPMD dalam pengisian perangkat desa bertugas sebagai pengawas 

serta penghubung antara Camat dan bupati dalam proses rekomendasi perangkat desa. 

Ketika ada yang tidak sesuai dalam pengisian perangkat desa maka DPMD akan 

melaporkannya kepada Bupati, sehingga Bupati dapat menegur pihak pemerintahan 

yang berada di bawahnya. Dengan banyaknya pengaduan pemberhentian perangkat 

desa dengan tanpa alasan di Kabupaten Serang termasuk di Desa Kareo Kecamatan 

Jawilan, Bupati pun akhirnya mengeluarkan himbauan berupa surat edaran larangan 

pemberhentian perangkat desa sebagai bentuk kontrol dan pengawasan. 

Aktor dalam pengisian perangkat desa kareo memiliki peran yang beragam, 

namun yang menjadi aktor utamanya adalah Kapala Desa karena Kepala desa yang 

memiliki kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat perangkat desa. 

sedangkan peran tim seleksi dalam pengangkatan perangkat desa kareo lebih 

mengutamakan pendapat kepala desa ketimbang regulasi yang ada. Peran Camat 

sebagai pemberi surat rekomendasi pun tidak sesuai karena tidak mempertimbangkan 

pendapat DPMD. Sedangkan BPD dan masyarakat yang berperan sebagai pengawas 

tidak dilibatkan dalam pengisian perangkat desa kareo. Masyarakat dalam pengisian 

perangkat desa sangat krusial, jika masyarakat tidak ikut andil dalam pengisian 

perangkat desa maka masyarakatlah yang akan dirugikan apalagi jika pengisian 

perangkat desa tidak sesuai dengan peraturan. Dinamika politik dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa akan selalu ada, namun Kepala Desa yang  

berwewenang dalam setiap pengambilan keputusan yang ada di desa juga harus 

bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan, agar tidak sembarangan dalam 

memberhentikan perangkat desa. Kolaborasi dari berbagai pihak juga sangat 

dibutuhkan dan penting supaya dapat mengurangi semua permasalahan yang terjadi 

dalam pengisian perangkat desa.  

B. Relasi Kepala Desa dan Tim seleksi 

Tim seleksi adalah satuan tugas yang dibentuk oleh kepala desa, bertugas 

untuk melaksanakan proses pemilihan atau pengangkatan perangkat desa. Tim seleksi 

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala desa. 

Pembentukan tim seleksi oleh Kepala Desa berdasarkan keterwakilan dari unsur 

perangkat desa dan lembaga masyarakat seperti yang tercantum dalam peraturan bupati 

nomor 10 tahun 2019 pasal 6 ayat (2) bahwa “untuk melaksanakan tahap pengangkatan 

perangkat desa, kepala desa membentuk tim seleksi yang terdiri dari unsur perangkat 
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desa dan unsur lembaga kemasyarakatan”. Dalam pengisian perangkat desa di Desa 

Kareo sendiri Tim Seleksi dipilih oleh kepala desa dengan mengambil 3 (tiga) orang 

dari perangkat desa, 1 (satu) orang tokoh agama dan 1 (satu) orang dari karangtaruna 

desa kareo. Kriteria atau syarat untuk menjadi tim seleksi sendiri tidak disebutkan 

dalam undang-undang sehingga semuanya dipilih hanya berdasarkan standar kepala 

desa. 

Dua orang tokoh masyarakat dan tokoh agama yang menjadi tim seleksi 

merupakan orang yang cukup disegani di Desa Kareo, mereka mempunyai pengaruh 

yang cukup kuat didalam masyarakat Kareo. Mereka termasuk ke dalam tokoh yang 

dapat mempengaruhi masyarakat karena dianggap mampu mengayomi dan 

membimbing masyarakat. Tidak ada kategori tertentu dalam memilih tim seleksi 

semuanya hanya berdasarkan keterwakilan perangkat desa dan lembaga 

kemasyarakatan. Tim seleksi yang terpilih merupakan orang yang bisa dikatakan dekat 

dengan kepala desa, meskipun tidak ada kategori khusus dalam pemilihan tim seleksi 

tapi melalui pemilihan seleksi ini dapat dilihat bahwa kepala desa memilih orang-orang 

yang ada dipihaknya agar tidak ada yang dapat menentang pendapatnya. 

Tim seleksi yang dipilih kepala desa juga merupakan orang yang mendapat 

manfaat dari Kepala Desa, mereka orang-orang yang dapat banyak bantuan dari kepala 

desa. Tokoh agama yang dipilih kepala desa untuk menjadi tim sukses sering kali hadir 

bersama kepala desa diacara besar keagamaan yang diadakan oleh desa untuk menjadi 

penceramah. Sedangkan ketua tim seleksi yang sekaligus merupakan ketua 

karangtaruna mendapat banyak bantuan dari kepala desa untuk menyukseskan acara-

acara karangtaruana. Tidak jarang kepala desa menyumbang materi dan juga waktunya 

demi mendukung kelancaran yang di selenggarakan oleh karangtaruna. Sedangkan tim 

seleksi lainnya merupakan dari unsur Perangkat Desa Kareo. Menganalisis dari relasi 

antara Kepala Desa dengan Tim Seleksi, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor 

yang menjadi penyebabnya adalah praktik patron klien.  

Patron clienitsme bisa diartikan sebagai pola relasi antara patron yang 

memiliki kekuasaan dengan client yang merupakan individu atau kelompok yang 

statusnya lebih rendah dibanding patron. Dalam hal ini kepala desa digambarkan 

sebagai patron yang memiliki status, pengaruh, otoritas dan kekuasaan. Sedangkan tim 

seleksi yang merupakan ketua karangtaruna dan tokoh agama atau kiai digambarkan 

sebagai client yang memiliki status lebih rendah ketimbang kepala desa. Pada 

praktiknya patronase bisa dalam bentuk pembeli suara, pembelian hadiah, pelayanan 

dan aktivitas, berang-barang kelompok dan proyek gentong babi yaitu proyek-proyek 

pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu (manfaat yang ditargetkan 
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secara geografis dan didanai publik sebagai pembayaran kembali, atau ekspektasi 

dukungan politik). 

Kepala desa sering kali mensponsori kegiatan yang diselenggarakan oleh 

karangtaruna, dimana ketua karangtaruna merupakan orang yang ditunjuk sebagai 

ketua tim seleksi. Dalam praktik patronase ini termasuk kedalam bentuk service and 

activities atau pelayanan dan aktivitas. Patronase dalam bentuk ini biasannya patron 

yang memiliki sumber daya dan kekuasaan menyediakan berbagai aktivitas dan 

pelayanan dengan maksud mempromosikan diri mereka sendiri sekaligus menghimpun 

dukungan. Setelah menjadi kepala desa terpilih, kepala desa aktif mendukung 

kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh karangtaruna, adapun kegiatan tersebut berupa 

kompetisi sepak bola dan kegiatan sosial lainnya yang dilakukan atas nama 

karangtaruna. 

Sedangkan relasi yang tejadi antara Kepala Desa dan kiai yang ditunjuk 

sebagai tim seleksi bisa dikatakan merupakan bentuk patronase individual gift 

(pemberian pribadi). Kepala desa sebagai patron sering kali memberikan ‘hadiah’ 

kepada kiai yang dijadikan sebagai tim seleksi. ‘hadiah’ yang dimaksud berupa 

kesempatan tampil diacara keagamaan yang diselenggarakan oleh desa. Karena 

biasanya kiai yang hadir akan mendapatkan ‘Berekat’ atau suguhan makanan yang 

disajikan untuk dibawa pulang. Karena manfaat atau keuntungan yang telah diberikan 

oleh kepala desa inilah para client bersedia mendukung kepala desa dalam perombakan 

perangkat desa dan mengikuti semua perintah kepala desa termasuk menjadi tim 

seleksi perangkat desa. 

C. Relasi Kepala desa dan Calon Perangkat Desa 

Hubungan Kepala desa dan calon Perangkat Desa Kareo merupakan pola 

hubungan patron klien ini terjadi karena kepala desa sebagai patron ingin memberikan 

kliennya hadiah berupa jabatan karena telah membantunya dalam memenangkan 

pilkades. Calon Perangkat Desa Kareo yang mendaftar dalam pengisian Perangkat 

Desa Kareo tahun 2022 terindikasi sebagai tim sukses kepala desa. 3 (tiga) orang yang 

mendaftar diantaranya, Rukki Ahadiyana, Winda Noviyanti dan Maska merupakan 

orang-orang yang berperan aktif dalam kampanye pemilihan kepala desa.  

Pada pilkades serentak Desa Kareo tahun 2020 ketiga orang yang mendaftar 

menjadi Perangkat Desa Kareo merupakan orang-orang yang aktif mendukung H 

Rusjandi yang merupakan kepala desa terpilih dalam pilkades serentak 2020 H 

Rusjandi resmi dilantik menjadi Kepala desa Kareo Pada bulan November tahun 2021, 

selang 4 (empat) bulan setelahnya perangkat desa yang lama pun mengundurkan diri 
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dan dibukalah pendaftaran untuk pengisian perangkat desa yang baru. Dalam 

prosesnya pengisian perangkat desa yang terjadi di Desa Kareo tidak diketahui oleh 

masyarakat Desa Kareo dan hingga akhir pendataran perangkat desa ditutup hanya ada 

3 (tiga) orang yang mendaftar. Tiga orang ini merupakan mantan tim sukses kepala 

desa terpilih, dan karena jumlah yang mendaftar menjadi perangkat desa sesuai dengan 

jumlah kekosongan jabatan yang di butuhkah makan ketiga orang ini pun dilantik tanpa 

melalui proses tes tertulis. 

Hal ini memperkuat bagaimana pola hubungan yang terjadi antara perangkat 

desa dan kepala desa merupakan hubungan patron klien. Kepala desa telah mengatur 

segalanya agar klien nya dapat mendapatkan jabatan sebagai hadiah karena telah 

membantunya pada saat pilkades. Dari awal calon perangkat desa telah di tentukan 

oleh kepala desa untuk menjadi perangkat desa. Kepala desa juga telah merencanakan 

bagaimana perangkat desa lama mengundurkan diri dan siapa saja yang menjadi tim 

seleksi untuk memasukkan pendukungnya dalam pemerintahan desa. Ketiga orang 

yang menjadi perangkat desa telah berperan aktif dalam mendukung kepala desa 

terpilih. Hal ini juga dapat dibuktikan lewat rekam jejak sosial media dari ketiga orang 

tersebut pada saat pilkades oleh karena itulah hubungan kepala desa dengan calon 

perangkat desa lebih mengarah kepada hubungan patron klien.   

Pada konteks politik, patronase dapat dipahami sebagai pembagian manfaat 

atau keuntungan di antara aktor politik guna mendistribusikan sesuatu secara pribadi 

kepada pemilih, para pekerja atau tim sukses kampanye, hal ini bertujuan untuk 

mendapatkan dukungan politik dari mereka. Kepala desa sebagai patron memiliki 

legitimasi dan kewenangan politik karena terpilih dalam Pilkades. Sedangkan bakal 

calon perangkat desa menempati posisi client merupakan orang-orang yang telah 

membatu kepala desa terpilih dalam pilkades dengan mengerahkan sumber daya yang 

dimilikinya seperti tenaga, waktu dan finansial. Bakal calon perangkat desa yang 

sebelumnya merupakan tim sukses kepala desa pada saat pilkades, mendapatkan 

keuntungan untuk menempati jabatan perangkat desa sebagai balasan karena telah 

memenangkan kepala desa dalam pilkades.  

Hubungan patron clientisme dapat ditinjau dari beberapa ciri. Pertama dapat 

ditinjau dari adanya ketidakseimbangan kedudukan atau status antara patron dan klien, 

patron yang menempati status lebih tinggi dan klien ada dibawahnya. Kepala desa 

sebagai patron memiliki kedudukan lebih tinggi dari perangkat desa sebagai klien. Ciri 

kedua dalam konteks hubungan patron dan klien meskipun patron membutuhkan dan 

mengharapkan dukungan dari klien, tetapi posisi patron tetap akan lebih tinggi dari 

pada klien dilihat dari segi status, kedudukan dan kekuasaan yang dimiliki patron. 
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Ketiga Ketergantungan klien pada patron muncul karena patron memberikan barang-

barang atau jasa yang sangat dibutuhkan oleh klien, sehingga menyebabkan adanya 

rasa utang budi dari klien pada patron. Keempat Utang budi inilah yang pada akhirnya 

menjadi akar dari hubungan ketergantungan dan dapat berlangsung dalam waktu yang 

lama. Saling ketergantungan antara Kepala desa dan klien atau pendukungnya ini 

terjadi dari semenjak pilkades hingga berlanjut sampai kepala desa terpilih, bahkan 

masih berlanjut hingga pendukung atau tim sukses ini menjadi perangkat desa. 

Pemberian jabatan yang dilakukan oleh kepala desa kepada tim suksesnya ini 

termasuk ke dalam jenis patronase individual gift atau pemberian hadiah. Kepala desa 

memberikan hadiah berupa jabatan perangkat desa kepada tim suksesnya yang 

membantunya pada saat kampanye sebagai bentuk simbiosis mutualisme yang saling 

menguntungkan. Kepala desa mendapatkan keuntungan suara karena dibantu tim 

suksesnya pada saat pilkades dan tim sukses mendapatkan jabatan karena telah 

membantu kepala desa memenangkan pilkades. Patronase mengakibatkan 

pemberhentian perangkat desa oleh Kepala Desa yang berusaha mengosongkan jabatan 

perangkat desa untuk memasukkan tim suksesnya ke dalam pemerintahan desa. Kepala 

Desa berusaha memaksa perangkat desa yang lama untuk mundur dan diregenerasi 

oleh tim suksesnya hal ini pula yang terjadi di Desa Kareo. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian ini, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dinamika politik dalam pengisian perangkat desa di Desa Kareo berkaitan dengan 

pemberhentian paksa, kurangnya sosialisasi perihal kekosongan jabatan perangkat 

desa, serta calon perangkat desa yang telah ditentukan sebelumnya oleh Kepala Desa. 

Pemberhentian paksa Perangkat Desa Kareo menimbulkan ketidakpuasan dari 

perangkat desa sehingga melaporkannya kepada DPMD. Dalam proses pengisian 

perangkat desa DPMD dan Camat harus saling berkonsultasi untuk menentukan 

penerimaan atau penolakan pemberhentian perangkat desa dalam bentuk surat 

rekomendasi. DPMD menolak mengeluarkan surat rekomendasi pemberhentian 

Perangkat Desa Kareo sebagai respons dari pengaduan Perangkat Desa Kareo, 

penolakan ini disampaikan oleh DPMD melalui Camat. Namun Camat tetap 

mengeluarkan surat rekomendasi pemberhentian kepada Kepala Desa Kareo, sehingga 

Kepala Desa dapat mengeluarkan SK pemberhentian dan tetap memberhentikan 

Perangkat Desa.  

2. Relasi antara Kepala Desa dan Calon Perangkat Desa Kareo telah terjalin semenjak 

Pilkades, Calon Perangkat Desa merupakan tim sukses Kepala Desa Kareo terpilih. 

Begitu pun panitia tim seleksi yang dipilih oleh Kepala Desa merupakan orang-orang 

terdekatnya. Hal ini merupakan salah satu ciri patron client dimana Kepala Desa 

sebagai Patron sedangkan Calon Perangkat Desa merupakan kliennya. Praktik patron 

client yang terjadi dalam pengisian perangkat desa menjadikan Kepala Desa berupaya 

mengosongkan jabatan perangkat desa agar tim suksesnya dapat masuk ke dalam 

pemerintahan desa. hal ini dilakukan kepala desa sebagai balas budi kepada tim 

suksesnya yang telah membantunya memberikan kemenangan pada saat pilkades. 

Adanya relasi Patron Client antara Kepala Desa dan Calon Perangkat Desa 

mengakibatkan proses Pengisian Perangkat Desa Kareo mengalami kelemahan, 

terutama dalam hal sosialisasi dan seleksi sehingga mengurangi partisipasi dan 

pengawasan masyarakat dalam proses pengisian perangkat desa. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat berikan sebagai 

masukan, adalah :  

1. Hendaknya Kepala Desa bersikap profesional dan tidak mementingkan kepentingan 

pribadi dalam pengisian perangkat desa. Hendaknya perangkat desa dipilih sesuai 

dengan kemampuannya sendiri dan mampu menjalankan tugasnya sebagai perangkat 

desa dengan baik. Pengisian perangkat desa harus didasarkan pada kepentingan dan 

kesejahteraan masyarakat setempat. Pengangkatan maupun pemberhentian perangkat 

desa yang dilandasi dengan alasan kepentingan pribadi, dapat menjadi penghalang 

apabila perangkat desa baru yang terpilih tidak memenuhi syarat dan kualifikasi untuk 

menjalankan tugasnya sebagai perangkat desa. 

2. Partisipasi masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi dalam pengisian perangkat desa, 

karena peran masyarakat sanggatlah sebagai kontrol dan pengawasan. Masyarakat 

harus turut berpartisipasi dan diharapkan dapat bertindak jika terjadi kecurangan dalam 

pengisian perangkat desa. Aktor-aktor yang lainnya seperti BPD, Camat, DPMD, dan 

pemerintah daerah juga harus ikut berperan aktif sesuai dengan tugas dan fungsinya 

masing-masing agar kejadian pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa dapat 

berjalan dengan baik. 
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